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Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(31 Mei — 14 Juni 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU tentang Konsinyering Pembahasan DIM Dalam rangka membahas materi DIM
Perubahan Kedua |RUU ITE tanggal 29 — 31 Mei RUU tentang Perubahan Kedua atas
atas Undang- 2023 di Hotel Inter Continental Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang Nomor 11 | Pondok Indah, Jakarta Selatan. tentang Informasi dan Transaksi
Tahun 2008 Elektronik (ITE).

2. | tentang Kunjungan Kerja Panja Rapat Dengar Pendapat dengan -
INFORMASI DAN Perubahan Kedua atas Undang_ Gubernur, Kapolda, dan Kajatl di
TRANSAKSI Undang Nomor 11 Tahun 2008 Kantor Gubernur Dalam rangka
ELEKTRONIK tentang Informasi Dan Transaksi mendapatkan Masukan terhadap RUU
(ITE) ) tentang Perubahan Kedua atas UU

Elektronik (ITE) ke: Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
1) Bandung, Provinsi Jawa

Barat;
2) Serang, Provinsi Banten.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kominfo RI Raker Komisi I DPR RI dengan Plt. 1) Realisasi dan evaluasi

Menkominfo RI dan dihadiri oleh pelaksanaan APBN TA 2022;

Komisioner KPI Pusat, Komisioner KI dan

Pusat serta Anggota Dewan Pers
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Lemhanas dan Wantannas
Tahun 2024.

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tanggal 5 Juni 2023 pukul 10.00 2) Pembahasan RKA dan RKP
WIB. Kemkominfo Tahun 2024.
2. | Kemlu RI Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu |1) Realisasi dan evaluasi
RI tanggal 5 Juni 2023 pukul 14.00 pelaksanaan APBN TA 2022;
WIB. dan
2) Pembahasan RKA dan RKP
Kemlu Tahun 2024.
3. |a) LPP RRI RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas |1) Realisasi dan evaluasi
b) LPP TVRI dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI pelaksanaan APBN TA 2022;
tanggal 6 Juni 2023 pukul 13.00 dan
WIB. 2) Pembahasan RKA dan RKP
LPP RRI dan LPP TVRI Tahun
2024.
4. |a) Kemhan RI Raker Komisi I DPR RI dengan 1) Realisasi dan evaluasi
b) Mabes TNI Menhan dan Panglima TNI beserta pelaksanaan APBN TA 2022;
KASAD, KASAL, dan KASAU tanggal dan
7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB. 2) Pembahasan RKA dan RKP
Kemhan /TNI Tahun 2024.
5. |a) BSSN Raker dan RDP Komisi I DPR RI 1) Realisasi dan evaluasi
b) Bakamla dengan Kepala BSSN dan Kepala pelaksanaan APBN TA 2022;
Bakamla tanggal 7 Juni 2023 pukul dan
14.00 WIB. 2) Pembahasan RKA dan RKP
BSSN dan Bakamla Tahun
2024.
6. |a) Lemhannas RDP Komisi I DPR RI dengan 1) Realisasi dan evaluasi
b) Wantannas Gubernur Lemhannas dan Sesjen pelaksanaan APBN TA 2022;
Wantannas tanggal 8 Juni 2023 dan
pukul 10.00 WIB. 2) Pembahasan RKA dan RKP
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
7. | BIN Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala 1) Realisasi dan evaluasi

BIN tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 pelaksanaan APBN TA 2022;

WIB. dan

2) Pembahasan RKA dan RKP
BIN Tahun 2024.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN OBJEK
NO /LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a) BSSN RDP Panja RDP Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI dengan

b) Kominfo RI

Kebocoran Data
Tanggal 12 Juni
2023.

Sestama BSSN dan Dirjen Aptika Kemkominfo dalam

rangka mengetahui:

1) Progress Report Pembentukan Pusat Data Nasional
dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data;

2) Sinergitas Kemkominfo dan BSSN dalam
Penguatan Keamanan Siber.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang a. Penyusunan,; Panja Pembahasan RUU | 1. Target penyelesaian pembahasan RUU
ASN b. Pembahasan; tentang ASN Komisi II ASN: Pembahasan perubahan RUU
c. Harmonisasi; DPR RI bersama dengan ASN sudah dilakukan sejak 18
d. Prolegnas; Pemerintan (Kementerian Januari 2021 dan telah menealami
e. Pemantauan & PAN&RB, Kemendagri, . g
peninjauan. Kemenhumham, dan perpanjangan sebar?yak 8 (delapan)
Kemenkeu) meneruskan kali. Pembahasan ditargetkan untuk
1. Rapat Intern Panja pembahasan DIM RUU diselesaikan pada Masa Persidangan V
Pembahasan RUU tentang ASN. Tahun Sidang 2022 - 2023.
tentang ASN
dilaksanakan tanggal 2. Beberapa isu strategis RUU ASN,

12 Juni 2023. sebagai berikut:

a. Penghapusan KASN: Panja RUU

2. RDP Panja
Pembahasan RUU Perubahan UU ASN DPR maupun
tentang ASN dengan Komisi II DPR RI mengharapkan
Kementerian PAN&RB, untuk dilakukannya penguatan
Kemendagri, KASN baik secara kelembagaan
Egzggislrlnham’ dan maupun tugas, fungsi, dan

. wewenang terutama dalam
dilaksanakan tanggal )
13 Juni 2023. pengawasan system merit.
b. Penetapan kebutuhan PNS dan
PPPK, Kesejahteraan PPPK,
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pengurangan ASN akibat
perampingan organisasi,
Pengangkatan tenaga honorer, dan
Digitalisasi manajemen ASN: Panja
RUU Perubahan UU ASN DPR
maupun Komisi II DPR RI setuju
untuk menyerahkan sepenuhnya
kepada Pemerintah.

. ASN di Lembaga Eksekutif,

Legislatif, dan Yudikatif: Dalam
rapat kerja Komisi II DPR RI dengan
Menteri PANRB 10 April 2023,
disepakati perlunya penguatan ASN
di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI terutama dalam aspek
manajemen kepegawaian.

3. Isu-isu yang sudah disepakati antara
lain:

a.

b.
c.

Penetapan kebutuhan PNS dan
PPPK;

Kesejahteraan PPPK;
Pengurangan ASN akibat
perampingan organisasi;

d. Pengangkatan tenaga honorer;

. Digitalisasi manajemen ASN;
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Terhadap isu-isu yang sudah
disepakati tersebut, Pemerintah akan
menyampaikan penjelasannya di
Rapat Panja.

Terkait isu tenaga honorer pemerintah
telah merumuskan norma yang
substansinya membagi PPPK menjadi
PPPK penuh waktu dan PPPK paruh

waktu.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Pada hari Rabu, 7 | Rapat Kerja/Rapat 1. Komisi II DPR RI telah menerima
Pendayagunaan Juni 2023. Dengar Pendapat penjelasan dari Kementerian

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Badan Kepegawaian
Negara, dan Komisi
Aparatur Sipil
Negara

Komisi II DPR RI
dengan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Kepala Badan
Kepegawaian Negara,
dan Ketua Komisi
Aparatur Sipil
Negara, dengan

Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB),
Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
sebagai berikut:
a. Kementerian PANRB dan KASN
1) Realisasi APBN Kementerian PANRB
tahun 2022 sebesar
Rp236.298.093.372,00 (dua ratus tiga
puluh enam miliar dua ratus sembilan
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
agenda pembicaraan puluh delapan juta sembilan puluh tiga
pendahuluan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)
pembahasan RAPBN dari pagu alokasi anggaran tahun
TA 2024, rencana 2022 sebesar Rp237.035.819.000,00
kerja pemerintah (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga
tahun 2024, evaluasi puluh lima juta delapan ratus sembilan
pelaksanaan belas ribu rupiah) atau sebesar
anggaran tahun 99,69%, dan realisasi anggaran tahun
2022, dan lain-lain. 2022 KASN sebesar

Rp54.618.505.488,00 (lima puluh
empat miliar enam ratus delapan belas
juta lima ratus lima ribu empat ratus
delapan puluh delapan rupiah) dari
pagu alokasi anggaran tahun 2022
sebesar Rp55.483.639.000,00 (lima
puluh lima miliar empat ratus delapan
puluh tiga juta enam ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah) atau sebesar
98,44%;

2) Realisasi APBN Kementerian PANRB
tahun 2023 (per S Juni 2023) sebesar
Rp101.438.523.721,00 (seratus satu
empat ratus tiga puluh delapan juta
lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh
ratus dua puluh satu rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2023 sebesar
Rp231.807.446.000,00 (dua ratus tiga
puluh satu miliar delapan ratus tujuh
juta empat ratus empat puluh enam
ribu rupiah) atau sebesar 43,76%, dan

7
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(31 Mei — 14 Juni 2023)

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

realisasi anggaran tahun 2023 KASN
sebesar Rp24.116.252.217,00 (dua
puluh empat miliar seratus enam belas
juta dua ratus lima puluh dua ribu dua
ratus tujuh belas rupiah) dari pagu
alokasi anggaran tahun 2023 sebesar
Rp53.802.468.000,00 (lima puluh tiga
miliar delapan ratus dua juta empat
ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
atau sebesar 43,11%;

3) Usulan tambahan anggaran APBN
Kementerian PANRB tahun 2023
sebesar Rp174.154.801.000,00
(seratus tujuh puluh empat miliar
seratus lima puluh empat juta delapan
ratus satu ribu rupiah);

4) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024
sebesar Rp263.382.824.000,00 (dua
ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus
delapan puluh dua juta delapan ratus
dua puluh empat ribu rupiah)
termasuk di dalamnya adalah
anggaran untuk KASN sebesar
Rp56.946.098.000,00 (lima puluh
enam miliar sembilan ratus empat
puluh enam juta sembilan puluh
delapan ribu rupiah);

5) Usulan tambahan anggaran RAPBN
tahun 2024 Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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(31 Mei — 14 Juni 2023)

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Reformasi Birokrasi sebesar
Rp277.169.929.000,00 (dua ratus
tujuh puluh tujuh miliar seratus enam
puluh sembilan juta sembilan ratus
dua puluh sembilan ribu rupiah), dan
usulan tambahan anggaran RAPBN
tahun 2024 KASN sebesar
Rp32.676.000.000,00 (tiga puluh dua
miliar enam ratus tujuh puluh enam
juta rupiah).

b. BKN

1) Realisasi APBN tahun 2022
Rp628.062.099.547,00 (enam ratus
dua puluh delapan miliar enam puluh
dua juta sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus empat puluh tujuh rupiah)
dari pagu alokasi anggaran tahun
2022 sebesar Rp647.741.833.000,00
(enam ratus empat puluh tujuh miliar
tujuh ratus empat puluh satu juta
delapan ratus tiga puluh tiga ribu
rupiah) atau sebesar 96,96%;

2) Realisasi APBN tahun 2023 (per 6
Juni 2023) sebesar
Rp286.256.373.536,00 (dua ratus
delapan puluh enam miliar dua ratus
lima puluh enam juta tiga ratus tujuh
puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh
enam rupiah) dari pagu alokasi
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

anggaran tahun 2023 sebesar
Rp690.840.150.000,00 (enam ratus
sembilan puluh miliar delapan ratus
empat puluh juta seratus lima puluh
ribu rupiah) atau sebesar 41,44%;

3) Pagu indikatif RAPBN tahun 2024
sebesar Rp773.618.289.000,00 (tujuh
ratus tujuh puluh tiga miliar enam
ratus delapan belas juta dua ratus
delapan puluh sembilan ribu rupiah);

4) Usulan tambahan anggaran RAPBN
tahun 2024 sebesar
Rp74.674.260.000,00 (tujuh puluh
empat miliar enam ratus tujuh puluh
empat juta dua ratus enam puluh ribu
rupiah).

2. Terhadap Pagu indikatif RAPBN tahun
2024 dan usulan tambahan anggaran
tahun 2024 yang diusulkan oleh
Kementerian PANRB, BKN, dan KASN,
serta usulan tambahan anggaran tahun
2023 yang diusulkan oleh Kementerian
PANRB, Komisi II DPR RI akan
membahasnya pada Rapat Pendalaman
RAPBN Tahun 2024.

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,

Pada hari Rabu, 7
Juni 2023.
(tertutup).

Rapat Dengar
Pendapat Komisi II
DPR RI dengan
Sekretaris

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

jumlah pagu indikatif RAPBN Tahun 2024:

a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

10
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Badan Kepegawaian
Negara, Komisi
Aparatur Sipil
Negara, Lembaga
Administrasi Negara,
Arsip Nasional RI,
dan Ombudsmna RI

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian
Negara, Wakil Ketua
Komisi Aparatur Sipil
Negara, Sekretaris
Utama Lembaga
Administrasi Negara,
Sekretaris Utama
Arsip Nasional RI,
dan Plh. Sekretaris
Jenderal
Ombudsman RI,
dengan agenda
pendalaman
pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
T.A 2024.

(Kementerian PANRB) sebesar
Rp263.382.824.000,00 (dua ratus enam
puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh
dua juta delapan ratus dua puluh empat
ribu rupiah), termasuk di dalamnya
adalah anggaran untuk Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN) sebesar
Rp56.946.098.000,00 (lima puluh enam
miliar sembilan ratus empat puluh enam
juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

sebesar Rp773.618.289.000,00 (twjuh
ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus
delapan belas juta dua ratus delapan
puluh sembilan ribu rupiah);

. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

sebesar Rp304.332.249.000,00 (tiga
ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh
dua juta dua ratus empat puluh sembilan
ribu rupiah);

. Arsip Nasional Republik Indonesia

(ANRI) sebesar Rp279.727.665.000,00
(dua ratus tujuh puluh sembilan miliar
tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam
ratus enam puluh lima ribu rupiah);

. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

sebesar Rp247.570.830.000,00 (dua
ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus
tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh
ribu rupiah);

11
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Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI
meminta Kementerian PANRB, BKN, LAN,
ANRI, ORI dan KASN agar dalam
pengalokasian anggaran untuk masing-
masing program dan kegiatan
memperhatikan pula saran dan masukan
yang disampaikan oleh Anggota Komisi II
DPR RI, untuk kemudian dibahas kembali
pada rapat selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan
tambahan anggaran RAPBN Tahun 2024
sebagai berikut:

a. Kementerian PANRB sebesar
Rp277.169.929.000,00 (dua ratus tujuh
puluh tujuh miliar seratus enam puluh
sembilan juta sembilan ratus dua puluh
sembilan ribu rupiah), dan usulan
tambahan anggaran KASN sebesar
Rp32.676.000.000,00 (tiga puluh dua
miliar enam ratus tujuh puluh enam juta
rupiah);

b. BKN sebesar Rp74.674.260.000,00
(tujuh puluh empat miliar enam ratus
tujuh puluh empat juta dua ratus enam
puluh ribu rupiah);

c. LAN sebesar Rp55.937.155.000,00 (lima
puluh lima miliar sembilan ratus tiga
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puluh tujuh juta seratus lima puluh lima
ribu rupiah);

d. ANRI sebesar Rp131.780.593.000,00
(seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus
delapan puluh juta lima ratus sembilan
puluh tiga ribu rupiah);

e. ORI sebesar Rp47.955.490.000,00
(empat puluh tujuh miliar sembilan ratus
lima puluh lima juta empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap usulan tambahan anggaran
tersebut, Komisi II DPR RI
mengamanatkan kepada Anggota Badan
Anggaran Komisi II DPR RI untuk
menindaklanjutinya dalam pembahasan di
Badan Anggaran DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran APBN Tahun 2023
Kementerian PANRB sebesar
Rp174.154.801.000,00 (seratus tujuh puluh
empat miliar seratus lima puluh empat juta
delapan ratus satu ribu rupiah).

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

pergeseran alokasi anggaran antar
program ANRI, dari Program
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
sebesar Rp6.950.904.000,00 (enam miliar
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
sembilan ratus lima puluh juta sembilan
ratus empat ribu rupiah) untuk
direalokasikan ke Program Dukungan
Manajemen.

3. | Kementerian Dalam | Pada hari Rabu, 7 | Rapat Dengar . Komisi II DPR RI menyetujui usulan

Negeri RI, Badan
Nasional Pengelola
Perbatasan, KPU RI,
Bawaslu RI, dan
Dewan Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu

Juni 2023.
(tertutup).

Pendapat Komisi II
DPR RI dengan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam
Negeri RI, Plh.
Sekretaris Badan
Nasional Pengelola
Perbatasan,
Sekretaris Jenderal
KPU RI, Sekretaris
Jenderal Bawaslu RI,
dan Sekretaris Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu, dengan
agenda pendalaman
pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
T.A 2024.

jumlah pagu indikatif RAPBN Tahun 2024:

a. Kementerian Dalam Negeri sebesar
Rp3.209.764.560.000,00 (tiga triliun dua
ratus sembilan miliar tujuh ratus enam
puluh empat juta lima ratus enam puluh
ribu rupiah), termasuk di dalamnya
adalah anggaran untuk Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) sebesar Rp67.381.500.000,00
(enam puluh tujuh miliar tiga ratus
delapan puluh satu juta lima ratus ribu
rupiah).

b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP) sebesar Rp231.300.651.000,00
(dua ratus tiga puluh satu miliar tiga
ratus juta enam ratus lima puluh satu
ribu rupiah);

c. Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia (KPU RI) sebesar
Rp28.365.496.586.000,00 (dua puluh
delapan triliun tiga ratus enam puluh
lima miliar empat ratus sembilan puluh
enam juta lima ratus delapan puluh enam
ribu rupiah);
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d. Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebesar
Rp11.605.527.974.000,00 (sebelas
triliun enam ratus lima miliar lima ratus
dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh empat ribu rupiah);

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI
meminta Kementerian Dalam Negeri,
BNPP, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP agar
dalam pengalokasian anggaran untuk
masing-masing program dan kegiatan
memperhatikan pula saran dan masukan
yang disampaikan oleh Anggota Komisi II
DPR RI, untuk kemudian dibahas kembali
pada rapat selanjutnya.

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran sebagai berikut:

a. Usulan tambahan anggaran tahun 2024
BNPP sebesar Rp79.042.414.000,00
(twyjuh puluh sembilan miliar empat puluh
dua juta empat ratus empat belas ribu
rupiah);

b. Usulan tambahan anggaran KPU RI
untuk kekurangan kebutuhan anggaran
tahun 2023 sebesar
Rp7.869.445.225.000,00 (twjuh triliun
delapan ratus enam puluh sembilan
miliar empat ratus empat puluh lima juta
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dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
dan usulan tambahan anggaran tahun
2024 sebesar Rp17.143.725.962.000,00
(tujuh belas triliun seratus empat puluh
tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta
sembilan ratus enam puluh dua ribu
rupiah);

c. Usulan tambahan anggaran Bawaslu RI
untuk kekurangan kebutuhan anggaran
tahun 2023 sebesar
Rp6.201.485.596.000,00 (enam triliun
dua ratus satu miliar empat ratus
delapan puluh lima juta lima ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) dan
usulan tambahan anggaran tahun 2024
sebesar Rp1.418.643.553.000,00 (satu
triliun empat ratus delapan belas miliar
enam ratus empat puluh tiga juta lima
ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap usulan tambahan anggaran
tersebut, Komisi II DPR RI
mengamanatkan kepada Anggota Badan
Anggaran Komisi II DPR RI untuk
menindaklanjutinya dalam pembahasan di
Badan Anggaran DPR RI.

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

pergeseran alokasi anggaran antar
program BNPP dari Program Dukungan
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Manajemen sebesar Rp22.303.366.000,00
(dua puluh dua miliar tiga ratus tiga juta
tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
untuk direalokasikan ke Program
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan.

Kementerian Agraria
dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Pada hari Kamis,
8 Juni 2023.
(tertutup).

Rapat Dengar
Pendapat Komisi II
DPR RI dengan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agraria
dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan Nasional,
dengan agenda
pendalaman
pembicaraan
pendahuluan
pembahasan RAPBN
T.A. 2024.

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

jumlah pagu indikatif RAPBN Tahun 2024
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/BPN) sebesar
Rp7.183.008.286.000,00 (tujuh triliun
seratus delapan puluh tiga miliar delapan
juta dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah), dan meminta Kementerian
ATR/BPN agar dalam pengalokasian
anggaran untuk masing-masing program
dan kegiatan memperhatikan saran dan
masukan yang disampaikan oleh Anggota
Komisi II DPR RI, untuk kemudian dibahas
kembali pada rapat selanjutnya.

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

tambahan anggaran tahun 2024 sebesar
Rp4.143.054.464.000,00 (empat triliun
seratus empat puluh tiga miliar lima puluh
empat juta empat ratus enam puluh empat
ribu rupiah) dan mengamanatkan kepada
Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI
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untuk menindaklanjutinya dalam
pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

. Komisi II DPR RI meminta kepada

Kementerian ATR/BPN untuk
memprioritaskan pengalokasian anggaran
untuk penyelesaian masalah-masalah
pertanahan yang dilaporkan oleh
masyarakat melalui Komisi II DPR RI,
untuk selanjutnya dibahas pada rapat
yang akan datang.

Kementerian
Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet
Kantor Staf
Presiden, dan BPIP

RI

Pada hari Kamis,
8 Juni 2023.
(tertutup).

Rapat Dengar
Pendapat Komisi II
DPR RI dengan
Sekretaris
Kementerian
Sekretariat Negara,
Staf Ahli Sekretaris
Kabinet Bidang
Perekonomian dan
Kesejahteraan
Rakyat, Deputi II
Kepala Staf
Kepresidenan, dan
Sekretaris Utama
BPIP RI, dengan
agenda pendalaman
pembicaraan
pendahuluan

. Komisi II DPR RI menyetujui usulan

jumlah pagu indikatif RAPBN Tahun 2024:

a. Kementerian Sekretariat Negara
(Kementerian Setneg) sebesar
Rp2.650.162.589.000,00 (dua triliun
enam ratus lima puluh miliar seratus
enam puluh dua juta lima ratus delapan

puluh sembilan ribu rupiah), termasuk di

dalamnya adalah anggaran untuk
Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar
Rp122.033.004.000,00 (seratus dua
puluh dua miliar tiga puluh tiga juta
empat ribu rupiah).

b. Sekretariat Kabinet (Setkab) sebesar

Rp348.769.306.000,00 (tiga ratus empat

puluh delapan miliar tujuh ratus enam
puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu
rupiah);
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pembahasan RAPBN c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
T.A. 2024. (BPIP) sebesar Rp341.127.197.000,00

(tiga ratus empat puluh satu miliar
seratus dua puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI
meminta Kementerian Setneg, Setkab,
KSP, dan BPIP agar dalam pengalokasian
anggaran untuk masing-masing program
dan kegiatan memperhatikan pula saran
dan masukan yang disampaikan oleh
Anggota Komisi II DPR RI, untuk kemudian
dibahas kembali pada rapat selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan
tambahan anggaran sebagai berikut:

a. Usulan tambahan anggaran tahun 2024
Setkab sebesar Rp16.785.887.000,00
(enam belas miliar tujuh ratus delapan
puluh lima juta delapan ratus delapan
puluh tujuh ribu rupiah);

b. Usulan tambahan anggaran tahun 2024
BPIP sebesar Rp149.181.317.000,00
(seratus empat puluh sembilan miliar
seratus delapan puluh satu juta tiga
ratus tujuh belas ribu rupiah).

Terhadap usulan tambahan anggaran
tersebut, Komisi II DPR RI
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mengamanatkan kepada Anggota Badan
Anggaran Komisi II DPR RI untuk
menindaklanjutinya dalam pembahasan di
Badan Anggaran DPR RI.

3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan
pergeseran alokasi anggaran antar
program Kementerian Sekretariat Negara
dari Program Penyelenggaraan Layanan
kepada Presiden dan Wakil Presiden
sebesar Rp20.731.894.000,00 (dua puluh
miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta
delapan ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah) untuk direalokasikan ke Program
Dukungan Manajemen.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Pemerintah Kota a. Pelaksanaan undang- Terkait persiapan dan kesiapan

Tangerang Selatan, undang; Pemilu Serentak Tahun 2024,

Pemerintah Kabupaten b. Pelaksanaan keuangan ke Kota Tangerang Selatan,

Bekasi, Pemerintah Kota negara; dan/atau Kabupaten Bekasi, dan Kota

Depok. c. Kebijakan pemerintah. Depok.

Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi II DPR RI, tanggal 4 — 6
Juni 2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

Rancangan Peraturan
DPR RI tentang
PEMBENTUKAN TIM

masih memperbaiki Rancangan
Peraturan DPR RI tentang TPPT
berdasarkan masukan Komisi III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan Komisi III DPR RI masih RUU Usul Inisiatif Komisi III
RUU tentang menunggu draf RUU tentang DPR RI.
PENYADAPAN Penyadapan dari Tim Badan
Keahlian DPR RI berdasarkan
hasil rapat tanggal 22 Mei 2023.
2. | Penyusunan Tim Badan Keahlian DPR RI Amanat Pasal 43J UU Nomor 5

Tahun 2018 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun

RUU tentang HUKUM
ACARA PERDATA
(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang HAPER)

kesiapan Pemerintah dalam
melakukan Pembahasan RUU
tentang Haper.

PENGAWAS tanggal 31 Januari 2023. 2002 tentang Pemberantasan
PEMBERANTASAN Tindak Pidana Terorisme.
TERORISME (TPPT)

3. | Pembahasan Komisi III masih menunggu

4. Pembahasan

RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang
NARKOTIKA

Komisi III masih menunggu
kesiapan Pemerintah dalam
penyusunan draf RUU tentang
Narkotika yang menggabungkan
UU Psikotropika dan UU
Narkotika.
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(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang
NARKOTIKA)

Pembahasan

RUU tentang Perubahan
Keempat atas UU Nomor
24 Tahun 2003 tentang
MAHKAMAH
KONSTITUSI
(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang
MAHKAMAH
KONSTITUSI)

Rapat Panja
tanggal 12 Juni
2023, pukul
14.00 WIB.

Panja melaksanakan
pembahasan DIM pada tanggal
12 Juni 2023 membahas
mengenai Pasal 87 Ketentuan
Peralihan. Rapat panja ini
merupakan lanjutan dari Rapat
tanggal 24 Mei 2023 yang
mengusulkan agar rapat
dipending guna melakukan
koordinasi internal terkait
dengan Ketentuan Peralihan.

Kesimpulan:

1. Panja menyetujui
pembentukan Timus/Timsin
dan akan melakukan rapat
tanggal 19 Juni 2023;

2. Selain membahas DIM yang
bersifat Redaksional,
Timus/Timsin juga akan
membahas Pasal 87
Ketentuan Peralihan dan
Ketentuan Penutup.
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Kemenkumham
Republik Indonesia

Raker tanggal 31 Mei
2023.

Membahas:

RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024

Kesimpulan :
1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan
usulan program Kementerian Hukum dan

HAM RI sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun

Anggaran 2024 sebesar

Rp18.198.813.941.000,-. (Delapan belas triliun
seratus sembilan puluh delapa miliar delapan

ratus tiga belas juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

2. Komisi III DPR RI akan memperjuangkan
usulan tambahan yang diajukan sebesar

Rp2.229.757.634.000,- (Dua triliun dua ratus

dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima

puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat

ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp20.428.571.575.000,-. (Dua puluh triliun
empat ratus dua puluh delapan miliar lima
ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Raker tanggal 5 Juni
2023.

Membahas:
RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024

Raker Komisi III DPR RI dengan Kapolri dalam
hal ini diwakilkan oleh WAKAPOLRI.

Kesimpulan :
1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan

usulan program Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp99.269.176.859.000,-. (Sembilan puluh
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sembilan triliun dua ratus enam puluh
sembilan miliar seratus tujuh puluh enam
juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah).

2. Komisi III DPR RI akan memperjuangkan
usulan tambahan yang diajukan sebesar
Rp49.587.488.718.000,- (Empat puluh
sembilan triliun lima ratus delapan puluh
tujuh miliar empat ratus delapan puluh
delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu
rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp148.856.665.577.000,-. (Seratus empat
puluh delapan triliun delapan ratus lima
puluh enam miliar enam ratus enam puluh
lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah).

Lembaga
Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK)

Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
(Komnas HAM RI)

Raker tanggal 6 Juni
2023.

Membahas:
RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024.

Raker Komisi III DPR RI dengan Ketua LPSK
dan Ketua Komnas HAM RI dihadiri pula Ketua
Komnas Perempuan.

Kesimpulan :

1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan
usulan program Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban sesuai dengan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp277.803.249.000,- (Dua ratus tujuh puluh
tujuh miliar delapan ratus tiga juta dua ratus
empat puluh sembilan ribu rupiah) dan akan
memperjuangkan usulan tambahan yang
diajukan sebesar Rp86.754.345.235,-
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(Delapan puluh enam miliar tujuh ratus lima
puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima
ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
sehingga menjadi sebesar
Rp364.557.594.235,-. (Tiga ratus enam puluh
empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta
lima ratus sembilan puluh empat ribu dua
ratus tiga puluh lima rupiah).

. Komisi IIT DPR RI dapat menerima penjelasan

usulan program Komnas HAM sesuai dengan
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp110.878.709.000,- (Seratus sepuluh miliar
delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh
ratus sembilan ribu rupiah) dan akan
memperjuangkan usulan tambahan yang
diajukan Komnas HAM sebesar
Rp22.855.895.000,- (Dua puluh dua miliar
delapan ratus lima puluh lima juta delapan
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan
Komnas Perempuan sebesar
Rp6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah)
sehingga menjadi sebesar
Rp139.734.604.000,- (Seratus tiga puluh
sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat
juta enam ratus empat ribu rupiah).

. Komisi IIT DPR RI mendukung Komnas

Perempuan untuk menjadi satuan kerja
mandiri terpisah dari Komnas HAM RI dan
tidak di bawah Kementerian/Lembaga
lainnya.
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5. | Badan Nasional Raker tanggal 7 Juni | Kesimpulan :
Penanggulangan 2023 pukul 10.00 1. Komisi IIIl DPR RI dapat menerima penjelasan
Terorisme Republik | WIB usulan program Badan Nasional
Indonesia Penanggulangan Terorisme Republik
(BNPT RI) Membahas: Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif
RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2024 sebesar
K/L Tahun 2024. Rp430.147.141.000,- (Empat ratus tiga puluh
6. | Badan Narkotika miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus

Nasional Republik
Indonesia (BNN RI)

empat puluh satu ribu rupiah) dan akan
memperjuangkan usulan tambahan yang
diajukan sebesar Rp456.092.523.700,-
(Empat ratus lima puluh enam miliar sembilan
puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tujuh
ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp886.239.664.700,- (Delapan ratus delapan
puluh enam miliar dua ratus tiga puluh
sembilan juta enam ratus enam puluh empat
ribu tujuh ratus rupiah).

. Komisi IIT DPR RI dapat menerima

penjelasan usulan program Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia
sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2024 sebesar
Rp1.536.522.383.000,- (Satu triliun lima
ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua
puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah) dan akan memperjuangkan
usulan tambahan yang diajukan sebesar
Rp1.950.077.985.000,- (Satu triliun
dembilan ratus lima puluh miliar tujuh puluh
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rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp1.345.417.981.000,- (Satu triliun tiga ratus
empat puluh lima miliar empat ratus tujuh
belas juta sembilan ratus delapan puluh satu
ribu rupiah).

. Komisi IIT DPR RI dapat menerima

penjelasan usulan program Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan Republik
Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp242.325.421.000,- (Dua ratus empat

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima
ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp3.486.600.368.000,- (Tiga triliun empat
ratus delapan puluh enam miliar enam ratus
juta tiga ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).

7. | Pusat Pelaporan dan | Raker tanggal 7 Juni | Kesimpulan :

Analisis Transaksi 2023, pukul 14.00 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan
Keuangan Republik | WIB. usulan program Komisi Pemberantasan
Indonesia Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan
(PPATK RI) Membahas: Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar
RKA K/L dan RKP Rp1.095.749.163.000,- (Satu triliun sembilan
K/L Tahun 2024 puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh
sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu

8. | Komisi rupiah) dan akan memperjuangkan usulan

Pemberantasan tambahan yang diajukan sebesar

Korupsi Republik Rp249.668.818.000,- (Dua ratus empat puluh
Indonesia sembilan miliar enam ratus enam puluh

(KPK RI) delapan juta delapan ratus delapan belas ribu
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima
juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
dan akan memperjuangkan usulan
tambahan yang diajukan sebesar
Rp84.383.423.000,- (Delapan puluh empat
miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta
empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
sehingga menjadi sebesar
Rp326.708.844.000,- (Tiga ratus dua puluh
enam miliar tujuh ratus delapan juta delapan
ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Majelis
Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI)

10.

Dewan Perwakilan
Daerah Republik
Indonesia (DPD RI)

Raker tanggal 8 Juni
2023, pukul 10.00
WIB.

Membahas:
RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024.

Kesimpulan :

1. Komisi III DPR RI dapat menerima
penjelasan usulan program Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp922.077.290.000,- (Sembilan ratus dua
puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta dua
ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan akan
memperjuangkan usulan tambahan yang
diajukan sebesar Rp213.615.492.000,- (Dua
ratus tiga belas miliar enam ratus lima belas
juta empat ratus sembilan dua ribu rupiah)
sehingga menjadi sebesar
Rp1.135.692.782.000,- (Satu triliun seratus
tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan
puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh
dua ribu rupiah).
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi III DPR RI dapat menerima
penjelasan usulan program Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia
sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2024 sebesar
Rp1.163.356.207.000,- (Satu triliun seratus
enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh
enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan
akan memperjuangkan usulan tambahan
yang diajukan sebesar Rp166.344.391.000,-
(Seratus enam puluh enam miliar tiga ratus
empat puluh empat juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi
sebesar Rp1.329.700.598.000,- (Satu triliun
tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh
ratus juta lima ratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah).

11.

Kejaksaan Agung RI

Raker

tanggal 9 Juni 2023.

Membahas:
RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024.

Raker Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung
dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Jaksa
Agung dan Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung RI.

Kesimpulan :

1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan
usulan program Kejaksaan Republik
Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp10.002.179.171.000,- (Sepuluh triliun dua
miliar seratus tujuh puluh sembilan juta
seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi IIT DPR RI akan memperjuangkan
usulan tambahan yang diajukan sebesar
Rp11.432.963.581.000,- (Sebelas triliun
empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan
ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan
puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi
sebesar Rp21.435.142.752.000,- (Dua puluh
satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar
seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima
puluh dua ribu rupiah).

12.

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
(MA RI)

13.

Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia

(MK RI)

14.

Komisi Yudisial
Republik Indonesia
(KY RI)

Raker tanggal 12
Juni 2023, pukul
10.00 WIB.

Membahas:
RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024

Sesuai dengan keputusan RDP tanggal 8 Juni
2023 bahwa pembahasan RKA K/L dan RKP
K/L Tahun 2024 MA RI, MK RI dan KY RI
ditunda ke tanggal 12 Juni 2023.

RDP Komisi III DPR RI dengan Sekretaris
Mahkamah Agung RI (Plh), Sekjen Mahkamah
Konstitusi RI, dan Sekjen Komisi Yudisial RI
(Plh) dilaksanakan tanggal 12 Juni 2023.

Kesimpulan :

1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan
usulan program Mahkamah Agung
Republik Indonesia sesuai dengan Pagu
Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp11.155.491.136.000,- (Sebelas triliun
seratus lima puluh lima miliar empat ratus
sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh
enam ribu rupiah) dan akan memperjuangkan
usulan tambahan yang diajukan sebesar
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INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Rp2.118.204.504.000,- (Dua triliun seratus
delapan belas miliar dua ratus empat juta
lima ratus empat ribu rupiah) sehingga
menjadi sebesar Rp13.273.695.640.000,-
(Tiga belas triliun dua ratus tujuh puluh tiga
miliar enam ratus sembilan puluh lima juta
enam ratus empat puluh ribu rupiah).

. Komisi IIT DPR RI dapat menerima penjelasan

usulan program Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia sesuai dengan Pagu
Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp606.505.014.000,- (Enam ratus enam
miliar lima ratus lima juta empat belas ribu
rupiah) dan akan memperjuangkan usulan
tambahan yang diajukan sebesar
Rp114.907.577.000,- (Seratus empat belas
miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga
menjadi sebesar Rp721.412.591.000,- (Twjuh
ratus dua puluh satu miliar empat ratus dua
belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

. Komisi IIT DPR RI dapat menerima

penjelasan usulan program Komisi Yudisial
Republik Indonesia sesuai dengan Pagu
Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp170.079.699.000,- (Seratus tujuh puluh
miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus
sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan
akan memperjuangkan usulan tambahan
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN INFO SINGKAT

KETERANGAN

yang diajukan sebesar Rp65.192.815.000,-
(Enam puluh lima miliar seratus sembilan
puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu
rupiah) sehingga menjadi sebesar
Rp235.272.514.000,- (Dua ratus tiga puluh
lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta
lima ratus empat belas ribu rupiah).

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Dirjen Pemasyarakatan
Kemenkumham RI

RDP Komisi III DPR RI
dengan Dirjen
Pemasyarakatan
Kemenkumham RI
dilaksanakan pada
tanggal 13 Juni 2023.

Membahas:

1. Masterplan Sistem
Pemasyarakatan
dan
pelaksanaannya.

2. Optimalisasi tugas
dan fungsi dan
Transformasi Kultur
dan Struktur.

Kesimpulan/keputusan:

1. Komisi III DPR RI meminta Dirjen
Pemasyarakatan untuk membuat
terobosan dan inovasi terhadap
masterplan Sistem Pemasyarakatan, baik
dalam tataran kebijakan maupun
langkah strategis, dalam upaya
menyelesaikan permasalahan
overcrowding (kelebihan populasi) dan
berbagai permasalahan di bidang
Pemasyarakatan, sehingga
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan
dapat dilakukan secara terarah, terukur,
dan sesuai dengan tujuan
pemasyarakatan sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Komisi III DPR RI meminta Dirjen
Pemasyarakatan untuk melakukan
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

pencegahan dan pengawasan secara ketat
terhadap risiko penyelundupan barang
ilegal ke dalam lembaga pemasyarakatan
atau pengendalian Narkoba dari dalam
lembaga pemasyarakatan, serta
menerapkan tata kelola SDM secara
obyektif dan tegas terhadap seluruh
pelanggaran.

. Komisi III DPR RI mendukung usulan

Dirjen Pemasyarakatan untuk membuka
blokir maupun dukungan terhadap
kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Pemasyarakatan,
terutama yang diperuntukkan bagi
pemenuhan hak dasar dan hak warga
binaan, pembayaran gaji pokok pegawali,
pemenuhan peralatan dan fasilitas,
pembangunan UPT untuk penambahan
kapasitas hunian.

Jampidum Kejaksaan
Agung RI

RDP Komisi III DPR RI
dengan Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak
Pidana Umum
Kejaksaan Agung RI
dilaksanakan pada
tanggal 14 Juni 2023,
pukul 10.00 WIB.

Membahas:

Kesimpulan/keputusan :
1. Komisi IIT DPR RI mendukung Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk
meningkatkan kualitas penanganan
perkara secara cermat dan teliti dengan
menerapkan prinsip kehati-hatian,
transparan, berkeadilan dengan tetap
memastikan penegakan hukum yang
dilakukan mampu secara seimbang
berupaya mewujudkan keadilan
masyarakat.
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Umum (AHU)
Kemenkumham RI

dengan Dirjen AHU
Kemenkumham RI
dilaksanakan pada
tanggal 14 Juni 2023,
pukul 14.00 WIB.

Membahas:
Permasalahan
organisasi [katan
Notaris Indonesia.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Realisasi anggaran | 2. Komisi IIl DPR RI mendukung upaya
dan capaian kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Tahun 2022 serta dalam mengoptimalkan proses penegakan
kendala yang hukum melalui pendekatan Keadilan
dihadapi, dan Restoratif dengan selalu memperhatikan
postur anggaran aspek transparansi dan akuntabilitas
dan program perkara serta mengedepankan
prioritas 2023. pengawasan secara efektif dalam
2. Optimalisasi pelaksanaannya.
penyelamatan . Komisi III DPR RI mendukung
keuangan negara di peningkatan anggaran di bidang tindak
bidang tindak pidana umum secara proporsional dalam
pidana umum. rangka peningkatan kualitas program
keadilan restoratif.
3. Dirjen Administrasi RDP Komisi IIIl DPR RI | Kesimpulan/keputusan :

1. Komisi III DPR RI meminta Direktur

Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI untuk
bersama-sama membantu dan
mengawasi dalam penyelesaian
permasalahan Organisasi Ikatan Notaris
Indonesia secara netral dan independen
melalui mediasi antara Pengurus Pusat
dengan Pengurus Wilayah dalam upaya
penyelenggaraan Kongres Ikatan Notaris
Indonesia dalam menghasilkan
Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia
yang sesuai dengan ketentuan dan
kesepakatan seluruh pihak.
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi III DPR RI mendesak Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI untuk
segera membentuk Peraturan Menteri
yang sesuai dengan amanat ketentuan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, sesuai dengan
ketentuan pembentukan perundang-
undangan.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU tentang KONSERVASI Tahap Pembahasan Tk. I RUU.
SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kepala Badan Pangan Nasional Rapat Dengar Membahas:
Menghadirkan Dirut Perum BULOG, Dirut PT Een(.ieé%e;t;anggal 5|1 ?KA danNRKP B?(Elrar}ll
RNI/ Holding Pangan ID FOOD, Dirut PT unt ' 2gg§?réana51°na anun

Berdikari, Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT

Perikanan Indonesia. 2. Isu-isu Aktual Lainnya.

2. | Menteri Kelautan dan Perikanan Rapat Kerja Membahas:
Menghadirkan Dirut PT RNI/ Holding Pangan ID tanggal 12 Juni 1. RKA dan RKP
FOOD, PT Perikanan Indonesia, dan PT Garam 2023. Kementgnan Kelautan
(Persero). dan Perikanan Tahun
2024; dan
2. Isu-isu Aktual Lainnya.
3. | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rapat Kerja Membahas:
tanggal 12 Juni 1. RKA dan RKP
2023. Kementerian
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut Lingkungan Hidup dan
dan Mangrove, Dirut Perum Perhutani, serta Kehutanan Tahun
Dirut PT Inhutani I dan Dirut PT Inhutani V. 2024; dan
2. Isu-isu Aktual Lainnya.
4. | Menteri Pertanian Rapat Kerja Membahas:

Menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional,
Dirut Perum BULOG, Dirut PT RNI/ Holding
Pangan ID FOOD, dan Dirut PT Pupuk
Indonesia (Persero).

tanggal 13 Juni
2023.

1. RKA dan RKP
Kementerian Pertanian
Tahun 2024; dan

2. Isu-isu Aktual Lainnya.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | MENTERI Raker 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
PERHUBUNGAN dilaksanakan bulan Mei 2023
pada tanggal 6 2. Membahas Hasil pemeriksaan BPK RI
Juni 2023. Semester [ tahun 2022;

3. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024;

. Lain-lain;
2. | MENTERI PUPR Raker 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
dilaksanakan bulan Mei 2023
pada 7 Juni 2. Membahas Hasil pemeriksaan BPK RI Semester
2023. I tahun 2022;

3. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024;
4. Lain-lain.

3. | Kementerian PUPR RDP - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
Sekretaris Jenderal; dilaksanakan bulan Mei 2023;
Inspektur Jenderal, pada 8 Juni - Membahas rencana alokasi anggaran menurut
Kepala BPSDM; 2023. fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA
Kepala BPIW. 2024 masing-masing Unit Eselon I.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | KEPALA BMKG RDP 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
dilaksanakan bulan Mei 2023.
pada tanggal 8 2. Membahas Hasil pemeriksaan BPK RI Semester
Juni 2023. I tahun 2022;
3. Pembicaraan PendahuluanRKA K/L dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024;
4. Lain-lain.
S.| Kementerian PUPR RDP - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
1. Dirjen Cipta Karya dilaksanakan bulan Mei 2023;
(turut menghadirkan | pada tanggal 13 |- Membahas rencana alokasi anggaran menurut
Kabalai Prasarana Juni 2023. fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA
Pemukiman Wilayah 2024 masing-masing Unit Eselon I.
Seluruh Indonesia)
2. Dirjen Perumahan
(turut menghadirkan
Kabalai Pelaksana
Penyediaan
Perumahan Seluruh
Indonesia);
6. | Kementerian RDP - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
Perhubungan dilaksanakan bulan Mei 2023;
1. Sekretaris Jenderal; | pada tanggal 14 |- Membahas rencana alokasi anggaran menurut
2. Inspektur Jenderal,; Juni 2023. fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA
3. Kepala Badan 2024 masing-masing Unit Eselon I.
Kebijakan
Transpotasi;
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Dewan Pimpinan Cabang Audiensi Silaturahmi dan Konsultasi Peningkatan
Assosiasi Pemerintah Desa dilaksanakan pada | kesejahteraan aparat dan atau perangkat
Seluruh Indonesia Kabupaten | 8 Juni 2023. Desa.
Bulukumba dan Konsorsium
Kades Dapil Sulsel III
Provinsi Sulawesi Selatan.
2. | Kementerian PUPR Kunsfik 1. Meninjau Jalan Tol Cisumdawu Seksi
dilaksanakan pada 5 dan 6, Sumedang, Jawa Barat;
9s.d. 11 Juni 2.Meninjau pembangunan pengaman
2023. Pantai Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung. (Banten).
3. | Kementerian PUPR dan Kunsfik Meninjau Infrastruktur dan Transportasi
Kementerian Perhubungan : dilaksanakan pada | ke Kabupaten Indramayu (Jawa Barat).
10 s.d. 12 Juni
2023.
4. | DPRD Kabupaten Pangkajene | Audiensi Kunjungan kerja dalam rangka
dan Kepulauan, Provinsi dilaksanakan pada | mendapatkan informasi dan sharing
Sulawesi Selatan 12 Juni 2023. pendapat terkait Bantuan Dana
Pembangunan Infrastruktur Jalan
Daerah APBN Tahun 2023/2024.
5. | Tokoh Masyarakat Kampung | Audiensi Pembangunan Pelabuhan Rakyat.
Modan, Kabupaten Teluk dilaksanakan pada
Bintuni 13 Juni 2023.
6. | DPRD Kutai Timur, Prov Audiensi Rapat kerja dan konsultasi dalam rangka
Kalimantan Timur dilaksanakan pada | percepatan pembangunan jalan
13 Juni 2023. Pelabuhan Kenyamukan
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | Menteri BUMN RI a. Pelaksanaan Pembahasan mengenai :
undang-undang; 1. Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun
b. Pelaksanaan Anggaran 2024;
keuangan negara; 2. Evaluasi Pelaksanaan anggaran TA 2022
c. Kebijakan dan realisai anggaran semester [ 2023;
Pemerintah. 3. Pelaksanaan Progress PMN Tahun Anggaran
2023;
Pada tanggal 5 Juni 4. Pelaksanaan PMN untuk PT
2023. Aviata/Injourney, PT BPU/IFG dan PT RIU,

PT RNI TA 2023;
5. Usulan PMN TA 2024; dan
6. Lain-lain.

2 | Menteri a.Pelaksanaan Pembahasan mengenai :
Perdagangan RI undang-undang; 1. Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun
b.Pelaksanaan Anggaran 2024;
keuangan negara; 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022 dan
c. Kebijakan realisasi semester [ 2023;
Pemerintah. 3. Pembahasan biaya rafaksi minyak
goreng;dan
Pada tanggal 6 Juni 4. Pengawasan lainnya.
2023.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3 | Kepala Badan a.Pelaksanaan Pembahasan mengenai
Standardisasi undang-undang; 1.RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
Nasional (BSN) b.Pelaksanaan 2.Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022 dan
keuangan negara; realisasi anggaran semester I TA 2023; dan
c. Kebijakan 3.Lain-lain.
Pemerintah.
Pada tanggal 7 Juni
2023.
4 | Ketua Komisi a. Pelaksanaan Pembahasan mengenai
Pengawas undang-undang; 1. RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
Persaingan Usaha b. Pelaksanaan 2.Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022 dan
(KPPU) keuangan negara; realisasi anggaran semester I TA 2023; dan
c. Kebijakan 3.Lain-lain.
Pemerintah.
Pada tanggal 7 Juni
2023.
S | Badan Pengusahaan | a. Pelaksanaan Pembahasan mengenai
Kawasan undang-undang; 1. RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
Perdagangan Bebas b. Pelaksanaan 2.Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022 dan
dan Pelabuhan keuangan negara; realisasi anggaran semester I TA 2023; dan
Bebas Sabang c. Kebijakan 3.Lain-lain.
(BPKS) Sabang Pemerintah.
Pada tanggal 7 Juni
2023.
6 | Menteri Koperasi a. Pelaksanaan Pembahasan mengenai :
dan UKM RI undang-undang; 1. RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
b. Pelaksanaan 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022
keuangan negara; dan realisasi anggaran semester I TA 2023;
c. Kebijakan dan
Pemerintah. 3. Evaluasi penyelesaian koperasi bermasalah.
4. Perkembangan RUU tentang Perkoperasian;
Pada tanggal 8 Juni dan
2023. 5. Lain-lain.
7 | Kepala BP Batam a. Pelaksanaan undang- | Pembahasan mengenai :
undang; 1. RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
b. Pelaksanaan 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022
keuangan negara; dan realisasi anggaran semester I TA 2023;
c. Kebijakan 3. Tindak lanjut RDPU Komisi VI DPR RI
Pemerintah. dengan Gerakan Nasional Pemberantasan
(GNPK) Kepulauan Riau tanggal 19 Januari
Pada tanggal 8 Juni 2023; dan
2023. 4. Lain-lain.
8 | Menteri a. Pelaksanaan Pembahasan mengenai :

Investasi/BKPM RI

undang-undang;
b. Pelaksanaan

keuangan negara;

c. Kebijakan
Pemerintah.

Pada tanggal 9 Juni
2023.

1.
2.

3.
4.

RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022
dan realisasi anggaran semester I TA 2023;
Evaluasi terhadap pelaksanaan OSS;dan
Lain-lain.
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1 | Menteri Perdagangan RI

Rapat Kerja Komisi VI
DPR RI pada tanggal 6
Juni 2023.

Pembahasan Rencana Pengesahan
Protokol Perubahan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Chile untuk
Penggabungan Ketentuan-ketentuan
Perdagangan Jasa

2 PT Garuda Indonesia
(Persero) Thk

Rapat Kerja pada tanggal
13 Juni 2023.

1.Pembahasan terkait kinerja korporasi
tahun 2022.

2.Pembahasan permasalahan Pilot CRJ
dan ATR sebagai pilot di PT. Garuda
Indonesia (Persero) Thk.

3 | Persatuan Rakyat
Korban BUMN Istaka
Karya (PERKOBIK)

Audiensi pada tanggal 13
Juni 2023.

Menerima audiensi dari PERKOBIK
terkait piutang yang belum dibayarkan
oleh BUMN PT Istaka Karya selama 10
tahun lebih.

4 | PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia
(Persero)/IFG

5 | Dirut PT Aviasi
Pariwisata Indonesia
(Persero)/InJourney

6 | PT Reasuransi Indonesia
Utama (Persero)

Rapat Kerja pada tanggal
14 Juni 2023.

Pembahasan mengenai Pendalaman
Usulan PMN 2023 Yang Bersumber
Dari Alokasi Cadangan Pembiayaan
Investasi APBN TA 2023.

Pembahasan mengenai Pendalaman
Usulan PMN 2023 Yang Bersumber
Dari Alokasi Cadangan Pembiayaan
Investasi APBN TA 2023.

Pembahasan mengenai Pendalaman
Usulan PMN 2023 Yang Bersumber
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Dari Alokasi Cadangan Pembiayaan
Investasi APBN TA 2023.
6 | PT RIU Pembahasan mengenai Pendalaman
Usulan PMN 2023 Yang Bersumber
Dari Alokasi Cadangan Pembiayaan
Investasi APBN TA 2023.

7 | PT Rajawali Nusantara Pembahasan mengenai Pendalaman
Indonesia (Persero)/PT Usulan PMN 2023 Yang Bersumber
RNI Dari Alokasi Cadangan Pembiayaan

Investasi APBN TA 2023.

8 | Rapat Intern Komisi VI Rapat Intern pada tanggal

DPR RI

15 Juni 2023.

Pengambilan Keputusan terkait Usulan
PMN Yang bersumber dari alokasi
Cadangan Pembiayaan Investasi APBN
TA 2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Pimpinan dan Anggota Panja | Rapat Intern Panja Perumusan Asumsi Dasar Sektor

Asumsi Dasar Sektor ESDM | Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN TA. 2024.

Komisi VII DPR RI ESDM dilaksanakan

pada tanggal 5 Juni
2023, Pukul 10.00.

2. | Pimpinan dan Anggota Rapat Intern Komisi VII | Laporan Ketua Panja Asumsi
Komisi VII DPR RI DPR RI dilaksanakan Dasar Sektor ESDM terkait
pada tanggal 5 Juni Usulan Asumsi Dasar Sektor
2023, pukul 10.30. ESDM RAPBN TA. 2024.
3. | Menteri ESDM RI Rapat Kerja 1. Pembahasan Asumsi Dasar
dilaksanakan pada sektor ESDM RAPBN Tahun
tanggal S Juni 2023, 2024;
pukul 11.00. 2. Pengantar RKA-K/L TA. 2024.
4. | Eselon I Kementerian ESDM | Rapar Dengar Pendapat | a. Progres pelaksanaan kegiatan
RI (Sekjen, Dirjen Migas, Dilaksanakan pada TA. 2023;
Dirjen Ketenagalistrikan, tanggal 6 Juni 2023, b. Pembahasan RKA-K/L dan RKP
Dirjen EBTKE, Dirjen pukul 10.00. Tahun 2024.

Minerba, Kepala Badan
Geologi, Sekjen DEN, Kepala

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
BPH Migas, Irjen, Kepala
BPMA dan Kepala BPSDM)
5. | a. Kepala BIG Rapar Dengar Pendapat | a. Progres pelaksanaan kegiatan
b. Kepala BAPETEN dilaksanakan pada TA 2023;
tanggal 7 Juni 2023, b. Pembahasan RKA-K/L dan RKP
. c. Penetapan RKA-K/L dan RKP
Tahun 2024.
6. | Menteri Perindustrian RI Rapat Kerja Pengatar RKA-K/L TA 2024.
dilaksanakan pada
tanggal 12 Juni 2023,
Pukul 10.00.
7. | Eselon I Kementerian Rapat Dengar Pendapat | a. Progress pelaksanaan kegaitaan
Perindustrian RI (Sekjen, dilaksanakan pada TA. 2023;
Dirjen IKMA, Dirjen tanggal b. Pembahasan RKA-K/L dan RKP
Industri Agro, Dirjen IKFT, ﬁ ‘égm 2023, pukul Tahun 2024.
Dirjen ILMATE, Dirjen S
KPAII, Dirjen BSKJI, Dirjen
BPSDM Industri dan Irjen)
7. | Menteri Perindustrian RI Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP
dilaksanakan pada Tahun 2024.
tanggal 12 Juni 2023,
pukul 17.00.
8. | Menteri ESDM RI Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP
dilaksanakan pada Tahun 2024.
tanggal 13 Juni 2023,
pukul 13.00.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(31 Mei — 14 Juni 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. Dirjen ILMATE a. Pelaksanaan undang-undang; a. Tata kelola niaga
Kemenperin RI b. Pelaksanaan keuangan negara; nikel;
b. Dirjen Minerba c. Kebijakan pemerintah. b. Lain-lain.
Kementerian E_SDM Rl Dilaksanakan pada tanggal 8 Juni
Dengan menghadirkan 20 2023, Pukul 10.00.
perusahaan Smelter Nikel
2. | Menteri ESDM RI a. Pelaksanaan undang-undang; a. Progres divestasi
b. Pelaksanaan keuangan negara; saham PT Vale
c. Kebijakan pemerintah. Indonesia Tbk;
b. Progres regulasi
Dilaksanakan pada tanggal terkait ekspor pasir
13 Juni 2023, Pukul 14.00. laut atau sedimen;
c. Progres Blok
Masela;
d. Lain-lain.
3. | a. Dirjen Migas Kementerian | a. Pelaksanaan undang-undang; Proyeksi Kuota dan
ESDM RI b. Pelaksanaan keuangan negara; | Realisasi LPG 3 Kg
b. Direktur Utama PT c. Kebijakan pemerintah.
Pertamina (Persero) Dilaksanakan pada tanggal
14 Juni 2023, Pukul 10.00.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU Rapat Panitia Kerja = Perlu kehadiran negara untuk mendukung
KESEJAHTERAAN ibu memiliki kandungan yang sehat dan
IBU DAN ANAK mekanisme kerja yang tidak membebani
ibu.

* Hak cuti melahirkan dapat diintegrasikan
dan disinkronkan dengan UU
Ketenagakerjaan karena pelaksanaan RUU
KAI pada akhirnya disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

» Ada potensi redundant pengaturan dengan
UU lainnya sehingga perlu harmonisasi dan

sinkronisasi.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Agama | Rapat Kerja dengan Menteri | Pagu Indikatif Kementerian Agama RI
RI Agama dan Rapat Dengar Tahun 2024 sebesar
Pendapat dengan Eselon I Rp72.166.256.418.000,- (Twjuh Puluh
Kementerian Agama RI. Dua Triliun Seratus Enam Puluh Enam
Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu
Rupiah).

2. | Kementerian Sosial

Rapat Kerja dengan Menteri

Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI

BNPB dan Rapat Dengar
Pendapat dengan Eselon I
BNPB.

RI Sosial dan Rapat Dengar Tahun Anggaran 2024 sebesar
Pendapat dengan Eselon I Rp77.828.866.946.000,- (Twjuh Puluh
Kementerian Sosial RI. Tujuh Triliun Delapan Ratus Dua Puluh
Depan Miliar Delapan Ratus Enam
Puluh Enam Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
3. | BNPB Rapat Kerja dengan Kepala Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran

2024 sebesar Rp.957.233.799.000,-
(Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh
Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Ribu Rupiah).

4. | KemenPPPA

Rapat Kerja dengan Menteri
PPPA dan Rapat Dengar
Pendapat dengan Eselon I
Kementerian PPPA.

Pagu Indikatif Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI Tahun 2024
sebesar Rp273.983.311.000,- (Dua
Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga
Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Dalam Rapat Konsultasi
KESEHATAN Pengganti Rapat Bamus DPR

RI tanggal 3 April 2023 telah
diputuskan menyetujui
pembahasan RUU tentang
Kesehatan ditugaskan kepada
Komisi IX DPR RI.

2. Kamis, 1 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

3. Senin, 5 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB. | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

4. Audiensi dengan:

1. Perkumpulan Gabungan Produsen
Rokok Putih Indonesia;

2. Pengurus Perkumpulan Gabungan
Perserikatan Pabrik Rokok.

Dilaksanakan tanggal 5 Juni 2023

Pukul 17.30 WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

5.

Audiensi dengan Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) dilaksanakan tanggal
7 Juni 2023 Pukul 09.30 WIB.

Audiensi dengan:

1.

2.

Kadin (Kamar dagang dan industry)
Surabaya, Jawa Timur;

Pengurus Asosiasi Petani
Tembakau Indonesia (APTI)
Surabaya.

Dilaksanakan tanggal 7 Juni 2023
Pukul 11.00 WIB.

Audiensi dengan :

1.
2.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Pengurus Perkumpulan Organisasi
Perusahaan Alat-Alat Kesehatan
dan Laboratorium (Gakeslab)
Pengurus Asosiasi Petani
Tembakau Indonesia (APTI)
Temanggung

Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi
Indonesia (IFI)

Pengurus Pusat Majelis Upaya
Kesehatan Islam Seluruh Indonesia
(MUKISI)

Dilaksanakan tanggal 8 Juni 2023
Pukul 09.00 WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
8. Kamis, 8 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
9. Jum’at, 9 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan materi Panja RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
10. Jum’at, 9 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB | Pembahasan materi Timus
Rapat Timus RUU tentang Kesehatan RUU tentang Kesehatan.
dengan Ketua Panja Pemerintah
11. Senin, 12 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Timus RUU tentang Kesehatan materi Timus RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
12. Selasa, 13 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Timus RUU tentang Kesehatan materi Timus RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
13. Rabu, 14 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Timus RUU tentang Kesehatan | materi Timus RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
6. | Menteri Raker pada Selasa, 06 Juni Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tertutup.
Ketenagakerjaan 2023. Tahun 2024.
7. |Kepala BP2MI RDP pada Rabu, 07 Juni 2023 | Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tertutup.
Pukul 10.00. Tahun 2024.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

8. |Kepala BKKBN RDP pada Rabu, 07 Juni 2023 | Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tertutup.
Pukul 13.00. Tahun 2024.

9. |Kepala BPOM RDP pada Rabu, 07 Juni 2023 | Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tertutup.
Pukul 16.00. Tahun 2024.

10. |Menkes Raker pada Rabu, 07 Juni Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tertutup.
2023 Pukul 19.00. Tahun 2024.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | RUU tentang 14 Juni 2023 Anggota Panja RUU Rapat selanjutnya
KEPARIWISATAAN Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi DPR masih akan
Kepariwisataan. RI menyampaikan masukan membahas draf RUU
subtansi untuk untuk dilakukan
Agenda: penyempurnaan draf RUU, penyempurnaan.
Pembahasan Draf RUU antara lain mengenai prinsip,
Kepariwisataan sebelum tujuan, dan ekosistem
dikirim ke Baleg. pariwisata.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kemendikbudristek | Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek RI menyampaikan alokasi

RI

Mendikbudristek RI
tanggal 31 Mei 2023.

Membahas RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

Pagu Indikatif Belanja K/L

Kemendikbudristek RI TA 2024 sebesar
Rp81.785.756.807.000,00. (Delapan puluh
satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta

delapan ratus tujuh ribu rupiah).

RDP Eselon I
Kemendikbudristek

Berdasarkan penjelasan masing-masing
eselon I Kemendikbudristek RI, Pagu Indikatif

RAPBN TA 2024 adalah:

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

tanggal 5—6 Juni
2023.

Pendalaman RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

. Sekretariat Jenderal

Rp37.485.448.011.000,00. (Tiga puluh
tujuh triliun empat ratus delapan puluh
lima miliar empat ratus empat puluh
delapan juta sebelas ribu rupiah).

. Inspektorat Jenderal

Rp203.060.992.000,00. (Dua ratus tiga
miliar enam puluh juta sembilan ratus
sembilan puluh dua ribu rupiah).

. Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah
Rp2.523.912.697.000,00. (Dua triliun lima
ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus
dua belas juta enam ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah).

. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen

Pendidikan Rp992.070.060.000,00.
(Sembilan ratus sembilan puluh dua miliar
tujuh puluh juta enam puluh ribu rupiah).

. Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Rp589.748.495.000,00. (Lima
ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh
ratus empat puluh delapan juta empat
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

. Ditjen Kebudayaan

Rp2.183.703.583.000,00. (Dua triliun
seratus delapan puluh tiga miliar tujuh
ratus tiga juta lima ratus delapan puluh
tiga ribu rupiah).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

7. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Rp2.887.364.411.000,00. (Dua triliun
delapan ratus delapan puluh tujuh miliar
tiga ratus enam puluh empat juta empat
ratus sebelas ribu rupiah).

8. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi. Rp28.247.024.416.000,00. (Dua
puluh delapan triliun dua ratus empat
puluh tujuh miliar dua puluh empat juta
empat ratus enam belas ribu rupiah).

9. Ditjen Pendidikan Vokasi
Rp6.673.424.142.000,00. (Enam triliun
enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat
ratus dua puluh empat juta seratus empat
puluh dua ribu rupiah).

Rapat Kerja dengan
Mendikbudristek RI
tanggal 9 Juni 2023.

Membahas RKA-KL &

RKP K/L Tahun 2024.

Kemendikbudristek RI menyampaikan alokasi
Pagu Indikatif Belanja K/L
Kemendikbudristek RI TA 2024 sebesar
Rp81.785.756.807.000,00. (Delapan puluh
satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta
delapan ratus tujuh ribu rupiah).

2. | Kemenparekraf/Ba

parekraf RI

Rapat Kerja dengan
Menparekraf/Kepala
Baparekraf RI tanggal
31 Mei 2023.

Membahas RKA-KL &

RKP K/L Tahun 2024.

Kemenparekraf/Baparekraf RI
menyampaikan alokasi Pagu Indikatif Belanja
K/L Kemenparekraf/Baparekraf RI TA 2024
sebesar Rp3.419.987.309.000,00. (Tiga triliun
empat ratus sembilan belas miliar sembilan
ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus
sembilan ribu rupiah).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

RDP Eselon I
Kemenparekraf, 5-6
Juni 2023.

Pendalaman RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan masing-masing
eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI Pagu
Indikatif RAPBN TA 2024 adalah:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama Rp608.088.791.000,00. (Enam
ratus delapan miliar delapan puluh
delapan juta tujuh ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah).

2. Inspektorat Utama Rp32.139.511.000,00.
(Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus sebelas ribu
rupiah).

3. Deputi Bidang Kebijakan Strategis
Rp74.871.000.000,00. (Twjuh puluh empat
miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta
ribu rupiah).

4. Deputi Bidang Sumber Daya dan
Kelembagaan Rp168.833.072.000,00.
(Seratus enam puluh delapan miliar
delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh
puluh dua ribu rupiah).

5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi

dan Infrastruktur Rp270.768.000.000,00 .

(Dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus
enam puluh delapan juta ribu rupiah).

6. Deputi Bidang Industri dan Investasi
Rp105.541.501.000,00. (Seratus lima

miliar lima ratus empat puluh satu juta lima

ratus satu ribu rupiah).
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7.

10.

11.

Deputi Bidang Pemasaran
Rp439.297.000.000,00. (Empat ratus tiga
puluh sembilan miliar dua ratus sembilan
puluh tujuh juta ribu rupiah).

. Deputi Bidang Produk Wisata dan

Penyelenggara Kegiatan (Events)
Rp295.647.000.000,00. (Dua ratus
sembilan puluh lima miliar enam ratus
empat puluh tujuh juta ribu rupiah).

. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan

Produk Kreatif Rp192.962.057.000,00.
(Seratus sembilan puluh dua miliar
sembilan ratus enam puluh dua juta lima
puluh tujuh ribu rupiah).

Badan Pelaksana Otorita
Rp143.113.522.000,00. (Seratus empat
puluh tiga miliar seratus tiga belas juta lima
ratus dua puluh dua ribu rupiah).

UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
Rp1.088.725.855.000,00. (Satu triliun
delapan puluh delapan miliar tujuh ratus
dua puluh lima juta delapan ratus lima
puluh lima ribu rupiah).

Rapat Kerja dengan
Menparekraf/Kepala
Baparekraf RI tanggal
9 Juni 2023.

. Kemenparekraf/Baparekraf RI

menyampaikan alokasi Pagu Indikatif
Belanja K/L Kemenparekraf/Baparekraf RI
TA 2024 sebesar Rp3.419.987.309.000,00.
(Tiga triliun empat ratus sembilan belas
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Membahas RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh
juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan
tambahan Pagu Indikatif
Kemenparekraf/Baparekraf RI sebesar
Rp1.531.790.270.000,00. (Satu triliun lima
ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus
sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh
ribu rupiah).

Kemenpora RI

Rapat Kerja dengan
Menpora RI tanggal 31
Mei 2023.

Membahas RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

1. Kemenpora RI menyampaikan alokasi
pagu indikatif pada RAPBN TA 2024
adalah sebesar Rp2.019.137.744.000,00.
(Dua triliun sembilan belas miliar seratus
tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat
puluh empat ribu rupiah).

2. Menpora RI menyampaikan usulan
penambahan anggaran untuk berbagai
kegiatan pada masing-masing Satker pada
RAPBN TA 2024 sebesar
Rp2.535.128.127.000,00. (Dua triliun lima
ratus tiga puluh lima miliar seratus dua
puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh
ribu rupiah).

RDP Eselon I
Kemenpora tanggal 7—
8 Juni 2023.

Pendalaman RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan masing-masing

eselon I Kemenpora RI Pagu Indikatif RAPBN

TA 2024 adalah:

1. Sekretariat Rp299.284.038.000,00. (Dua
ratus sembilan puluh sembilan miliar dua
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ratus delapan puluh empat juta tiga puluh
delapan ribu rupiah).

. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Rp88.990.962.000,00. (Delapan puluh
delapan miliar sembilan ratus sembilan
puluh juta sembilan ratus enam puluh dua
ribu rupiah).

. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Rp82.247.038.000,00. (Delapan puluh dua
miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga
puluh delapan ribu rupiah).

. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Rp122.626.232.000,00. (Seratus dua puluh
dua miliar enam ratus dua puluh enam juta
dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga Rp1.399.989.474.000,00. (Satu
triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan
miliar sembilan ratus delapan puluh
sembilan juta empat ratus tujuh puluh
empat ribu rupiah).

. LPDUK Rp 26.000.000.000,00. (Dua puluh

enam miliar ribu rupiah).

Rapat Kerja dengan
Menpora RI tanggal 9
Juni 2023

Membahas RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024

. Kemenpora RI menyampaikan alokasi pagu

indikatif pada RAPBN TA 2024 adalah
sebesar Rp2.019.137.744.000,00. (Dua
triliun sembilan belas miliar seratus tiga
puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
empat ribu rupiah).
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2. Menpora RI menyampaikan usulan

penambahan anggaran untuk berbagai
kegiatan pada masing-masing Satker pada
RAPBN TA 2024 sebesar
Rp3.703.585.102.000,00. (Tiga triliun tujuh
ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh
lima juta seratus dua ribu rupiah).

Perpusnas RI

RDP dengan Kepala
Perpusnas RI tanggal
31 Mei 2023.

Membahas RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

. Perpusnas RI menyampaikan alokasi pagu

indikatif RAPBN TA 2024, sebesar
Rp721.194.774.000,00. (Tujuh ratus dua
puluh satu miliar seratus sembilan puluh
empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah).

2. Perpusnas RI menyampaikan usulan
tambahan untuk penguatan budaya

literasi dan kualitas layanan internal pada

RAPBN TA 2024 sebesar
Rp383.168.409.000,00. (Tiga ratus
delapan puluh tiga miliar seratus enam
puluh delapan juta empat ratus sembilan
ribu rupiah).

RDP Eselon I
Perpusnas RI tanggal 8
Juni 2023.

Pendalaman RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan masing-masing
eselon I Perpusnas RI Pagu Indikatif RAPBN
TA 2024 adalah:

1. Deputi Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi
Rp144.797.381.000,00. (Seratus empat
puluh empat miliar tujuh ratus sembilan
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puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh
satu ribu rupiah).

. Deputi Bidang Pengembangan Sumber

Daya Perpustakaan
Rp275.326.305.000,00. (Dua ratus tujuh
puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam
juta tiga ratus lima ribu rupiah).

. Sekretariat Utama Rp227.532.408.000,00.

(Dua ratus dua puluh tujuh miliar lima
ratus tiga puluh dua juta empat ratus
delapan ribu rupiah).

. Unit Kerja Mandiri Rp 46.214.131.000,00.

(Empat puluh enam miliar dua ratus empat
belas juta seratus tiga puluh satu ribu
rupiah).

. UPT Perpustakaan Bung Karno dan Bung

Hatta Rp27.324.549.000,00. (Dua puluh
tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta
lima ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah).

RDP dengan Eselon I
Perpusnas RI tanggal 9
Juni 2023.

Membahas RKA-KL &
RKP K/L Tahun 2024.

. Perpusnas RI menyampaikan alokasi pagu

indikatif RAPBN TA 2024, sebesar
Rp721.194.774.000,00. (Tujuh ratus dua
puluh satu miliar seratus sembilan puluh
empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah).

. Perpusnas RI menyampaikan usulan

tambahan untuk penguatan budaya
literasi dan kualitas layanan internal pada
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
RAPBN TA 2024 sebesar
Rp383.168.409.000,00. (Tiga ratus
delapan puluh tiga miliar seratus enam
puluh delapan juta empat ratus sembilan
ribu rupiah).

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
OBJEK
NO PIHAK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Masimmo Gloso 14 Juni 2023 Kepala Kantor Perwakilan OECD antara lain
Geroso (Kepala RDPU Panja menyampaikan:

Kantor Perwakilan
OECD Jakarta)

Peningkatan Literasi
dan Tenaga
Perpustakaan (PLTP).

Agenda:

1. Data PISA
(Programme for
International
Student
Assessment).

2. Penjelasan
Mengenai Indikator
Penilaian.

3. Strategi yang dapat
dilakukan agar
memperoleh nilai
yang baik.

1. PISA mengukur kemampuan membaca,
matematika, dan sains. Pada tahun
2018 fokus pengukuran PISA dengan
kemampuan membaca.

2. Survei ini diikuti oleh 600.000 siswa dari
79 negara, jumlah ini mewakili 32 juta
siswa berusia 15 tahun. Sebagian besar
negara mengikuti survei menggunakan
komputer. Responden PISA Indonesia
berjumlah 12.098 siswa dari 399
sekolah, jumlah ini mewakili sekitar 3,7
juta siswa yang berusia 15 tahun.

3. Hasil PISA 2018 tercatat kemampuan
rata-rata siswa Indonesia dalam
membaca 371, matematika 379 dan
sains 396, di bawah rata-rata OECD,
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Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia
(APJII) dan Jaringan
Penggiat Literasi
Digital (Japelidi)

Komisi X DPR RI.

Literasi Digital di Indonesia dan Masukan
Terkait Kebijakan Peningkatan Literasi.

OBJEK
NO PIHAK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Masukan terkait membaca 487, matematika 489, dan
peningkatan sains 489.
literasi di 4. Indonesia termasuk dari 12% negara
Indonesia. dimana siswa yang mengikuti tes tidak
menggunakan bahasa Inggris dalam
percakapan di rumah dan sehari-hari.
5. Kecenderungan siswa Indonesia dalam
menjawab pertanyaan seputar
kesejahteraan siswa adalah (i) puas
dengan hidup mereka, (ii) tidak merasa
seperti orang luar, dan (iii) tidak ragu
terhadap rencana masa depan saat
menghadapi kegagalan.
2. | Asosiasi RDPU Panja PLTP Menyampaikan masukan mengenai Kondisi
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | Rapat Kerja/ ke-2 Rapat tanggal, 5 Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri
1. Menteri Juni 2023. Keuangan, Menteri PPN /Kepala BAPPENAS,
Keuangan; Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan
2. Menteri Pembahasan Asumsi | Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan
PPN /Kepala Dasar dalam KEM- Sekretaris Utama BPS menyepakati hal-hal
Bappenas; PPKF Tahun 2024. sebagai berikut:
3. Gubernur Bank 1. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan
Indonesia; Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan
4. Ketua Dewan Perencanaan Pembangunan Nasional
Komisioner (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan; Keuangan, dan Kepala Badan Pusat Statistik
5. Sekretaris (BPS) telah memberikan penjelasan atas
Utama Badan Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok
Pusat Statistik. Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun
Anggaran 2024 yang akan menjadi bahan
pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja
(Panja) Komisi XI DPR RI.
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2. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
menyepakati melanjutkan pembahasan
Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun
Anggaran 2024 dalam Rapat Panitia Kerja
(Panja) yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Panitia Kerja (Panja) Inflasi dan
Pertumbuhan Ekonomi;

b. Panitia Kerja (Panja) Penerimaan
(Perpajakan).

Rapat Kerja/ ke-3

Rapat tanggal, 8

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan,

1. Menteri Juni 2023. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank
Keuangan; Indonesia dan Ketua DK Otoritas Jasa

2. Menteri Pengambilan Keuangan, menyepakati:
PPN /Kepala Keputusan Asumsi 1. Berdasarkan pendapat dari masing-masing
Bappenas; Dasar dalam KEM- Fraksi Komisi XI DPR RI, Rapat Kerja Komisi

3. Gubernur Bank PPKF Tahun 2024. XI DPR RI dengan Pemerintah dan Gubernur
Indonesia; Bank Indonesia menyepakati besaran Asumsi

4. Ketua Dewan Dasar Ekonomi Makro dan Target
Komisioner Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi
Otoritas Jasa Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Keuangan; (KEM-PPKF) dalam Pembicaraan
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. Deputi Neraca Pendahuluan RAPBN Tahun 2024, sebagai
dan Analisis berikut:
Statistik Badan
Pusat Statistik.
NO |INDIKATOR BESARAN

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi
1 (%, YoY) 5,1 -5,7
2 | Inflasi (%, YoY) 1,5-3,5
3 Nilai Tukar Rupiah 14.700 -
(Rupiah/US Dollar) 15.200
Tingkat Suku Bunga
4 | SBN 10 Tahun (%) 6,49 - 6,91
TARGET PEMBANGUNAN
Tingkat Pengangguran 3
5 Terbuka (%) 5,0 -5,7
6 | Tingkat Kemiskinan (%) |6,5-7,5
.. o 0,374 —
7 | Gini Rasio (indeks) 0.377
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Indeks Pembangunan 73,99 -
Manusia (indeks) 74,02

INDIKATOR PEMBANGUNAN

Nilai Tukar Petani (NTP) | 105 - 108

Nilai Tukar Nelayan 107- 110
(NTN)

Laporan Panitia Kerja Pertumbuhan
Ekonomi dan Inflasi menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam menetapkan
asumsi pertumbuhan ekonomi.

Laporan Panitia Kerja Penerimaan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari pembahasan Asumsi Makro Tahun
2024, dengan tax ratio sebesar 9,92 - 10,2
persen.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
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D. TUGAS KHUSUS

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1 | Rapat Dengar Rapat tanggal, 29 1. Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2023 yang
Pendapat Umum / | Mei 2023. mengikuti fit and proper test sebagai berikut:
ke-1 a. BUDI SANTOSO, S.E,Ak, MForAccy, PGCS,
Calon Anggota Fit and Proper Test CA, CFE, CPA (Aust.), QIA;

BPK RI Periode Calon Anggota BPK b. Dr. IMAM NASHIRUDIN, SE., AK., MM., CA.;
2023-2028 RI Periode 2023- c. Dr. CRIS KUNTADI, SE., MM.,CA.,CPA.,QIA,,
2028. PIA., FCMA., CGMA., CIPSAS.,
ACPA.,CFrA.,CHRM.,Ak;
d. Dr. A. MUH. YUSLIM PATAWARI, S.STPi.,
MP.
2. Masing-masing KAP memaparkan materi
sebagai berikut:
a. Curriculum Vitae;
b. Judul Makalah;
c. Isi Makalah.
Penjelasan terkait Fit and Proper Test Calon
Anggota BPK RI Periode 2023-2028 (sebagimana
terlampir).

2 | Rapat Dengar Rapat tanggal, 30 1. Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2023 yang
Pendapat Umum / | Mei 2023. mengikuti fit and proper test sebagai berikut:
ke-2 a. Dr.(c) Ir. RACHMAT MANGGALA PURBA,
Calon Anggota Fit and Proper Test SE., MM., MAPPI (Cert);

BPK RI Periode Calon Anggota BPK b. DR. IR. SLAMET SOEDARSONO, MPP, QIA,
2023-2028 RI Periode 2023- CRMP, CGAP, CACP;
2028. c. LAODE NUSRIADI, SE., M.Si., CA.,Ak.,
CSFA., CfrA., ACPA., FCPA;
d. Ir. DUMOLY FREDDY PARDEDE M.B.A.
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2. Masing-masing KAP memaparkan materi
sebagai berikut:
a. Curriculum Vitae;
b. Judul Makalah;
c. Isi Makalah.
Penjelasan terkait Fit and Proper Test Calon
Anggota BPK RI Periode 2023-2028 (sebagimana
terlampir).

Rapat Dengar
Pendapat Umum /
ke-3

Calon Anggota
BPK RI Periode
2023-2028

Rapat tanggal, 31
Mei 2023.

Fit and Proper Test
Calon Anggota BPK
RI Periode 2023-
2028

1. Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2023 yang
mengikuti fit and proper test sebagai berikut:

Dr. SLAMET EDDY PURNOMO, SE., MM;

TORNANDA SYAIFULLAH;

ERWIN SASMITA,;

DR(Hukum) DR(Kebijakan Publik) H. HADI

pao o

PURNOMO, SH., MH., ST.,MM., CLA., CMN.

2. Masing-masing KAP memaparkan materi
sebagai berikut:
a. Curriculum Vitae;
b. Judul Makalah;
c. Isi Makalah.
Penjelasan terkait Fit and Proper Test Calon
Anggota BPK RI Periode 2023-2028 (sebagimana
terlampir).
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN LEGISLASI

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang KOMISI | Rapat Badan Legislasi dalam Rapat Badan Legislasi dengan
YUDISIAL rangka Penyusunan RUU, Pimpinan Komisi Yudisial untuk
tanggal 31 Mei 2023. mendapatkan masukan/

pandangan terkait dengan RUU
tentang Komisi Yudisial yang
disusun oleh Badan Legislasi.

2. | --- Rapat Badan Legislasi dalam Rapat Badan Legislasi dengan
rangka Pemantauan dan agenda presentasi Tenaga Ahli
Peninjauan Undang-Undang Badan Legislasi atas kerangka
yang terkait dengan Sandang, acuan untuk kegiatan
tanggal 6 Juni 2023. pemantauan dan peninjauan

terhadap undang-undang yang
terkait dengan pengaturan
mengenai industri dan
perdagangan sandang, hal ini
dikarenakan maraknya peredaran
dan penjualan sandang bekas
pakai (thrifting) di Indonesia yang
akhir-akhir ini telah meresahkan
Pemerintah dan sebagian
masyarakat Indonesia. Adapun
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Kerangka Acuan Kegiatan tersebut
tentunya masih memerlukan
masukan/tanggapan dari Anggota
Badan Legislasi.

3. | 27 (dua puluh tujuh)

Rapat Badan Legislasi dalam

Rapat Badan Legislasi dengan

pembulatan, dan pemantapan
konsepsi atas 8 RUU
Kabupaten/Kota di Aceh
tanggal 12 Juni 2023.

RUU rangka Pengharmonisasian, agenda membahas kajian
KABUPATEN/KOTA pembulatan, dan pemantapan harmonisasi terhadap 27 (dua
konsepsi atas 27 (dua puluh puluh tujuh) RUU
tujuh) RUU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. Rapat
usulan Komisi II DPR RI tanggal | menyetujui pembentukan 27 (dua
7 Juni 2023. puluh tujuh) Panja untuk
memudahkan pengharmonisasian
masing-masing RUU
Kabupatan/Kota.
4. | 8 RUU Rapat Panja Badan Legislasi Rapat Panja pengharmonisasian,
KABUPATEN/KOTA di | dalam rangka pembulatan, dan pemantapan
Aceh pengharmonisasian, konsepsi atas 8 RUU

Kabupaten/Kota di Aceh. Rapat
menyetujui pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan
konsepsi terhadap kedelapan RUU
Kabupaten/Kota di Aceh tersebut
harus dilakukan secara lebih
mendalam dan hati-hati, untuk itu
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Perubahan Kedua atas
UU Nomor 22 Tahun
2001 tentang MIGAS.

rangka Pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU tentang
Perubahan Kedua atas UU
Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Migas tanggal 13 Juni 2023.

Pengusul/Pimpinan Komisi VII
atas RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 22 Tahun
2001 tentang Migas.

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
akan diagendakan rapat panja
berikutnya.

5. | RUU tentang Rapat Badan Legislasi dalam Mendengarkan penjelasan
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1. | KSR - BKSAP | Sidang ke-6 AIPA Sidang ke-6 AIPACODD berlangsung pada 30-31
Advisory Council of Mei 2023 dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua
Dangerous Drugs DPR RI, Dr. (HC) Rachmat Gobel (F-PNasdem)
(AIPACODD) di Hotel dihadiri oleh 9 (sembilan) Parlemen Anggota AIPA:
Lido by MNC Bogor — Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos,
Jawa Barat tanggal 30 | Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand dan Viet
— 31 Mei 2023. Nam. Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra)
pada Opening Session ditunjuk sebagai Ketua
Sidang.

Delegasi DPR RI yang hadir pada Sidang ke-6
AIPACODD yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI,
Gilang Dhielafararez, SH., L.LM (F-PDIP), Putu
Supadma Rudana (F-PD), Sukamta, Ph.D (F-PKS),
dan Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) serta Anggota
BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PD), Puteri
Anetta Komaruddin (F-PG), Dyah Roro Esti W. P (F-
PG), Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si (F-PGerindra),
Arzeti Bilbina, MAP (F-PKB), Didi [rawadi
Syamsuddin, SH., L.LM (F-PD), Syahrul Aidi
Ma'azat, LC., MA (F-PKS), Primus Yustisio, SE.,
MAP (F-PAN), dan Rojih Ubab Maimoen (F-PPP).

Sidang menghasilkan resolusi penting tentang
“Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free
ASEAN”.
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2.

KSR - BKSAP

Sidang Coordinating
Committee of WAIPA di
Padang, Sumatera
Barat tanggal 4 — 7
Juni 2023.

Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Ketua
BKSAP Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) didampingi
Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhielafararez (F-PDIP),
Putu Supadma Rudana (F-PD) , Sukamta, Ph.D (F-
PKS), Achmad Hafisz Tohir (F-PAN.), dan Anggota
BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ina
Ammania (F-PDIP), Vanda Sarundajang (F-PDIP),
Kris Dayanti (F-PDIP.), Adriana Charlotte (F-PDIP),
Puteri Anetta Komarudin (F-PGolkar), Dyah Roro
Esti Widya Putri (F-PGolkar), Himmatul Aliyah (F-
PGerindra), Ratih Megasari Singkarru (F-PNasdem),
Ina Elisabeth Kobak (F-PNasdem), Arzetti Bilbina
(F-PKB), Linda Megawati (F-PD), Ema Umiyyatul
Chusnah (F-PPP).

Sidang dipimpin oleh Chair of WAIPA, Irine Yusiana
Roba Putri (F-PDIP) dan dihadiri oleh Parlemen
Anggota AIPA (kecuali Singapura dan Myanmar)
serta menghadirkan Panelis dari Country
Representative UN Woman, Guru Besar Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran dan Head of Inclusive
Politics Practice Westminster Foundation for
Democracy (WFD).

Sidang menggali masukan dari Para panelis untuk
penentuan topik dan rancangan resolusi yang akan
dibahas dalam Sidang WAIPA pada Sidang Umum
ke-44 AIPA mendatang.

KSB - BKSAP

Rapat Internal GKSB
PNG tanggal 5 Juni
2023.

GKSB PNG mengadakan rapat internal gedung
nusantara III lantai 6 untuk membahas teknis

persiapan kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen
PNG ke Port Moresby (05/06/2023).
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Pertemuan membahas teknis kunjungan serta isu
terkini yang akan dibahas saat pertemuan,
khususnya pengajuan counter draft MoU antara
DPR RI dan Parlemen Papua Nugini.

Rapat dipimpin oleh I Made Urip (F-PDIP) dan
dihadiri oleh Sri Meliyana (F-PGerindra), Dwita Ria
(F-PGerindra), Fathan Subchi (F-PKB), Muhammad
Syafrudin (F-PAN) Hamka Baco Kady (F-PG) dan
Putu Supadma Rudana (F-PD).

KSI - BKSAP

Women Political Leader
Summit di Brussel,
Belgia tanggal 5 - 9
Juni 2023.

Dalam Women Political Leaders (WPL) Summit 2023,
BKSAP DPR RI mewakili Indonesia untuk hadir
pada sidang internasional ini yang bertajuk
“Representation Matter”. Dalam WPL Summit 2023
yang diadakan di Brussels — Belgia pada tanggal 7-
8 Juni 2023, diskusi terkait dengan peran
perempuan dalam politik, isu perdamaian dan
keamanan, mengatasi hambatan dan diskriminasi
berdasar gender diangkat menjadi perhatian
utama.

Turut hadir dalam WPL Summit 2023 ini adalah
Irine Yusiana Roba (F-PDIP) sebagai Ketua Delegasi
dan juga WPL Country Ambassador, serta Anggota
Delegasi adalah Puteri Anetta Komarudin (F-
Golkar), Dewi Coryati (F-PAN), dan Sakinah Aljufri
(F-PKS).

Di hari pertama sidang fokus pada peran
perempuan dalam isu keamanan dan perdamaian,
pengormatan terhadam HAM terutama bagi
perempuan dan anak di saat perang, dan
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bagaimana perempuan mengatasi disinformasi
yang terjadi di masyarakat dan dunia digital.
Pada hari kedua WPL dilanjutkan untuk
mendiskusikan strategi tiap negara dalam
memperjuangkan representasi perempuan dalam

parlemen dan Lembaga pemerintah lainnya, terkait

kekerasan berbasis seksual dan gender dalam
politik, dan diskriminasi yang dialami oleh
perempuan Ketika berkecimpung di dunia politik.
Puteri Anetta Komarudin (F-Golkar) diundang
sebagai salah satu panelis pada sesi diskusi yang
mengangkat tema “Sexism in Politics”. Perempuan
mengalami banyak diskriminasi dalam
pekerjaannya, dan tantangan lain sebagai
perempuan, ibu dan politisi. Perlu adanya
lingkungan yang mendukung bagi perempuan
untuk terus berkarya dan menjalankan peran
sebagai perempuan.

Dalam pidatonya, Irine Yusiana Roba (F-PDIP)
selaku WPL Country Ambassador untuk Indonesia,
menyatakan bahwa perlunya representasi
perempuan dalam politik bukan hanya sekedar
angka. Namun ia menyatakan bahwa peran
perempuan dalam politik dapat memengaruhi
pembuatan kebijakan yang lebih responsive
terhadap permasalah gender.

Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia,
Indonesia melalui pemerintah dan DPR RI
berkomitmen untuk terus memperjuangkan
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kesetaraan hak dan keterwakilan perempuan
dalam politik dan kehidupan sosial di masyarakat.

KSI - BKSAP

Sidang The League of
Parliamentarians for Al
Quds di Malaysia
tanggal 6 — 8 Juni
2023.

Pada Rabu, 7 Juni 2023, Delegasi League of
Parliamentarians For Al Quds (LP4Q) mengadakan
pertemuan dengan Pimpinan Partai Islam se
Malaysia (PAS) di Kawasan Gedung Parlemen
Malaysia, Kuala Lumpur. Delegasi dipimpin oleh
Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) didampingi oleh Wakil
Ketua BKSAP, Dr. Sukamta (F-PKS).

Pada pertemuan tersebut, Dr. Sukamta,
menyampaikan ucapan selamat kepada PAS atas
prestasinya yang luar biasa selama pemilihan
legislatif yang lalu Dengan 43 kursi di Parlemen.
Sukamta yakin pencapaian seperti itu
memungkinkan PAS memberikan dampak yang
lebih besar untuk memberi manfaat bagi rakyat
Malaysia dan umat termasuk demi kepentingan
Palestina.

Terkait Palestina, Sukamta berpandangan bahwa
pendorong paling penting yang menentukan
perubahan mendasar menuju perbaikan lebih
lanjut di dunia Muslim adalah reformasi politik.
Reformasi semacam itu berdampak kuat pada
kehidupan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan
budaya.

KSB - BKSAP

Kunjungan GKSB DPR
RI — Parlemen PNG ke
Port Moresby, PNG
tanggal 7 — 13 Juni
2023.

Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Papua Nugini
yang dipimpin oleh I Made Urip (F-PDIP)
mengadakan kunjungan ke Port Moresby, Papua
Nugini. Delegasi beranggotakan:

1. Hamka Baco Kady (F-PG);
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Sri Meliyana (F-PGerindra);
Dwita Ria Gunadi (F-PGerindra);
Fathan (F-PKB);

Alamudin Dimyati Rois (F-PKB);
Muhtarom (F-PKB);

Putu Supadma Rudana (F-PD);
Mahfudz Abdurrahman (F-PKS);
Muhammad Syafrudin (F-PAN).

Selama kunjungan, Delegasi mengadakan
pertemuan dengan:

1.

Parlemen Papua Nugini (8/6)

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI
dengan Parlemen Papua Nugini menghadiri
pertemuan dengan Ketua Parlemen Papua
Nugini H.E. Mr. Koni Iguan beserta Wakil Ketua
Parlemen Papua Nugini H.E. Mr. Johnson
Wapunai dan Clerk/Sekjen Parlemen Papua
Nugini Mr. Kala Aufa.

Dalam pertemuan tersebut, Putu Supadma
Rudana, beserta delegasi GKSB DPR RI -
Parlemen Papua Nugini membahas beberapa
isu penting terkait kerja sama antar parlemen,
termasuk memberikan draf Memorandum of
Understanding (MoU) versi terbaru terkait Grup
Kerja Sama Bilateral kepada Parlemen Papua
Nugini.

Draf MoU ini mencakup, diantara lainnya,
pertukaran pengalaman dan informasi; saling
mendukung dalam forum parlemen
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internasional; dan peningkatan kapasitas
(capacity building).

Para anggota delegasi GKSB DPR RI juga
mendapatkan kesempatan untuk mengamati
sesi sidang Parlemen. Saat sesi sidang berakhir,
Putu Supadma Rudana juga mendapatkan
kesempatan untuk bertemu dengan Perdana
Menteri Papua Nugini H.E. Mr. James Marape
dan juga Menteri Pertahanan H.E. Mr. Win
Bakri Daki.

KBRI Port Moresby

Delegasi disambut secara langsung oleh Duta
Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Y.M.
Bpk. Andriana Supandi dan bertemu dengan
seluruh jajaran KBRI Port Moresby.

Super Value Store

Kunjungan Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral
(GKSB) antara DPR RI dengan Parlemen
Nasional Papua Nugini dilanjutkan dengan
kunjungan lapangan ke gudang Super Value
Store (SVS), pada Jumat (9/6). SVS merupakan
unit usaha minimarket yang cukup besar yang
dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yang
beroperasi di Port Moresby.

KSB - BKSAP

Kunjungan GKSB DPR
RI — Parlemen Mesir ke
Kairo, Mesir tanggal 11
— 17 Juni 2023.

Delegasi GKSB DPR RI — Parlemen Mesir yang
dipimpin oleh Guntur Sasono (F-PD) mengadakan
kunjungan ke Kairo, Mesir. Delegasi
beranggotakan:
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1. Haeny Relawati Rini Widyastuti (F-PG);

2. Haruna (F-PKB);
3. Surahman Hidayat (F-PKS);
4. Muslim (F-PD).

Selama kunjungan, delegasi mengadakan
pertemuan dengan:

1. PPMI Mesir
Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI -
Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Guntur
Sasono (F-PD) menerima audiensi Pengurus
PPMI di Mesir yang diketuai oleh Presidennya
Auzi'na Azmal Umuur di Kairo (12/6/2023).
Dalam pertemuan tersebut didiskusikan
berbagai program dan kendala yang dihadapi
para mahasiswa yang sedang belajar di Mesir.
PPMI Mesir memiliki program "2000 Lc untuk
Negeri" dimana nantinya diharapkan alumni dari
Kairo tidak akan menemukan kesulitan ketika
telah menyelesaikan studi di Kairo dan kembali
ke tanah air. Untuk itu mereka meminta
dukungan para anggota DPR RI untuk mencapai
harapan tersebut.

Berbagai permasalahan yang dihadapi para
mahasiswa antara lain tidak adanya jaminan
kesehatan, terbatasnya sarana kesehatan,
tempat tinggal yang kurang layak dan peraturan
yang seringkali berubah-ubah.
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Delegasi GKSB menyambut baik program
kegiatan PPMI dan mendukung apa yang telah
dan akan dilakukan oleh PPMI. Disampaikan
delegasi bahwa nanti setelah kembali ke tanah
air, perlu difollow up berbagai program tersebut,
diingatkan pula pentingnya membangun
jaringan dan memanfaatkan media sosial untuk
menyebarluaskan informasi tentang program
dan kegiatan PPMI.

Hadir dalam kegiatan tersebut 7 orang
perwakilan dari pengurus PPMI yang berasal dari
berbagai jurusan studi di Universitas Al Azhar
Kairo dan juga Anggota GKSB DPR RI - Parlemen
Mesir, Haruna (F.PKB), Dr. Surahman Hidayat
(F.PKS), dan Muslim (F.PD).

.Duta Besar Indonesia untuk Mesir / KBRI

Kairo

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI -
Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Guntur
Sasono (F.PD) melakukan Courtesy Call dengan
Dubes Indonesia untuk Mesir, H.E. Lutfi Rauf di
KBRI Kairo (13/6/2023).

Dubes menyambut baik kunjungan Delegasi
GKSB dan berharap pertemuan dengan
parlemen nantinya dapat meningkatkan
hubungan baik diantara kedua parlemen.
Ketua Delegasi menyampaikan apresiasi atas
bantuan dan dukungan Dubes sehingga
kunjungan GKSB ini dapat terlaksana.
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Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir
yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan perlu
terus ditingkatkan. Indonesia memandang
penting posisi Mesir karena Mesir merupakan
salah satu negara yang pertama kali mengakui
kemerdekaan Indonesia dan memberikan
bantuan kepada Indonesia yang baru merdeka.
Posisi strategis Mesir juga perlu dimanfaatkan
sebagai peluang untuk peningkatan kerja sama
ekonomi kedua negara.

Setelah acara courtesy call, acara dilanjutkan
dengan pertemuan dengan jajaran KBRI Cairo.
Dubes menyampaikan bahwa mengingat
sebagian besar masyarakat Indonesia yang ada
di Mesir adalah pelajar, maka fokus kegiatan
KBRI terutama terkait dengan memberikan hak
pendidikan dan perlindungan bagi para
mahasiswa di Mesir.

Tingginya minat masyarakat Indonesia yang
ingin belajar di Kairo menjadi permasalahan
tersendiri karena pengelolaan/manajemen
penerimaan mahasiswa yang kurang baik.
Banyak permasalahan muncul karena
kurangnya koordinasi dan perhatian yang cukup
dari pemerintah pusat.

KBRI juga melakukan jemput bola untuk
menjangkau masyarakat yang memerlukan
pelayanan kekonsuleran dan memberikan
bantuan hukum bagi yang terlibat masalah
hukum di Mesir.
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Dubes juga meminta dukungan DPR RI untuk
mempertahankan sekolah Indonesia yang ada di
Mesir mengingat nilai sejarah yang tinggi dan
manfaat besar dari adanya sekolah tersebut bagi
para masyarakat Indonesia disana.

Delegasi menyampaikan dukungannya atas
kinerja KBRI dan sebagai representasi
masyarakat akan membantu untuk mencarikan
solusi atas berbagai permasalahan yang
dihadapi.

Ketua Delegasi juga mengingatkan bahwa
Indonesia akan menghadapi tahun politik tahun
depan, diharapkan semua WNI dapat
menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran lengkap
KBRI dan juga Anggota GKSB DPR RI - Parlemen
Mesir, Haeny Relawati Rini Widyastuti (F.PG),
Haruna (F.PKB), Dr. Surahman Hidayat (F.PKS),
dan Muslim (F.PD).

.Parlemen Mesir

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI -
Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Guntur
Sasono (F.PD) melakukan Pertemuan dengan
Komisi Pertanian Parlemen Mesir yang dipimpin
oleh General Hesham El Hosary beserta Komisi
Ekonomi Parlemen Mesir yang dipimpin oleh Dr.
Muhammad Ali Abdel Hamid di Kairo
(14/6/2023).
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Parlemen Mesir menyambut baik kunjungan
Delegasi GKSB dan berharap kunjungan ini
akan dapat meningkatkan hubungan baik
diantara kedua parlemen.

Hubungan diplomatik yang sangat baik antara
Indonesia dengan Mesir yang telah terjalin sejak
lama perlu ditingkatkan dalam kerja sama nyata
dalam berbagai bidang, termasuk dalam kerja
sama ekonomi, perdagangan, maupun pertanian
diantara kedua negara.

Saat ini Mesir mengimpor kelapa sawit, kakao
dan kopi dari Indonesia dan Indonesia banyak
mengimpor fosfat dan kurma dari Mesir. Namun
demikian jumlahnya masih kurang signifikan
dan dapat terus ditingkatkan.

Pemerintah Mesir tengah berupaya bangkit dari
krisis setelah berbagai tantangan yang dihadapi
belakangan ini, seperti Covid 19 dan perang
Ukraina-Rusia yang memengaruhi dunia.
Diharapkan kerja sama ekonomi dapat
memulihkan pertumbuhan dan bangkit dari
krisis.

Berbagai hal juga dibahas dalam pertemuan
tersebut termasuk upaya peningkatan kerja
sama dalam bidang pertanian dan peternakan
dimana Mesir melihat Indonesia sudah lebih
maju dalam hal tersebut.

Selain itu juga dibahas terkait pengendalian
penduduk, ketahanan pangan, kerja sama
pendidikan dan penelitian, dimana banyak
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masyarakat Indonesia yang belajar di Kairo, dan
juga perlunya perlindungan kesehatan bagi para
mahasiswa yang belajar di Kairo.

Indonesia menyambut baik berbagai usulan
peningkatan kerja sama di berbagai bidang dan
juga menambahkan perlunya mengambil
peluang untuk pengelolaan wisata religi karena
Mesir memiliki keunggulan dengan adanya
peradaban Islam yang bisa menjadi magnet
untuk wisata religi.

Kedua parlemen juga membahas tentang
pentingnya tugas dan pelaksanaan fungsi
parlemen, serta mekanisme kerja di masing -
masing parlemen. Kedua parlemen sepakat
untuk peningkatan kerja sama antar parlemen
termasuk saling kunjung.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota GKSB
DPR RI - Parlemen Mesir, Haeny Relawati Rini
Widyastuti (F.PG), Haruna (F.PKB), Dr.
Surahman Hidayat (F.PKS), dan Muslim (F.PD),
jajaran Komisi Pertanian dan Komisi Ekonomi
Mesir dan perwakilan dari KBRI Kairo.

. Pengusaha Mesir

Dalam rangkaian kunjungan Delegasi Grup
Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Mesir
yang dipimpin oleh Guntur Sasono (F.PD)
delegasi melakukan pertemuan dengan para
pengusaha Mesir yang difasilitasi oleh Dubes
Indonesia di KBRI Kairo (13/6).
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Para pengusaha yang hadir dalam pertemuan ini
adalah para pengusaha yang telah melakukan
ekspor/impor dengan Indonesia.

Saat ini telah dilaksanakan ekspor kopi dari
Indonesia, dan dari Mesir produk yang bisa
ditawarkan antara lain produk makanan dan
bawang.

Permasalahan saat ini adalah karena sedang
jatuhnya mata uang Pound Mesir sehingga
penggunaan valas diperketat yang
mengakibatkan kesulitan transaksi untuk proses
ekspor impor, untuk itu ditawarkan penggunaan
sistem imbal beli atau barter produk antara
kedua negara.

Masih sangat banyak peluang untuk
peningkatan kerja sama perdagangan, untuk itu
perlu dipertimbangkan untuk pembentukan joint
venture atau pembentukan joint committee trade
untuk menjembatani perdagangan kedua
negara.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran lengkap
KBRI dan juga Anggota GKSB DPR RI - Parlemen
Mesir, Haeny Relawati Rini Widyastuti (F.PG),
Haruna (F.PKB), Dr. Surahman Hidayat (F.PKS),
dan Muslim (F.PD) dan jajaran Atase
Perdagangan KBRI Kairo.

KSI - BKSAP

The Parliamentary
Conference on Interfaith
Dialogue: Working
together for our common

Delegasi dipimpin oleh Dr. Fadli Zon (F-PGerindra)
dengan beranggotakan Dr. Sukamta (F-PKS),
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Syaikhul Islam (F-
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future, di Marrakesh, PKB), Syahrul Aidi Maazat (F-PKS), dan Primus
Maroko tanggal 11 — 17 | Yustisio (F-PAN)
Juni 2023.
Hadir pada High Level Panel - Track 1 Wakil Ketua
BKSAP DPR RI Sukamta, Ph.D memaparkan
kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa
Indonesia. la mengatakan bahwa penegakan
hukum tetap menjadi prioritas utama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
9. | KSR - BKSAP | BKSAP Day Bangkalan | BKSAP Day mengusung tema Peran Diplomasi

tanggal 13 - 15 Juni
2023.

Parlemen Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis
Potensi Lokal dilaksanakan 14 Juni 2023 di
Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa
Timur.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma
Rudana, MBA (F-PD) memimpin kegiatan BKSAP
Day tersebut didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP
Gilang Dhielafararez, S.H., L.LM (F-PDIP), serta
Anggota BKSAP Mulan Jameela (F-PGerindra),
Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), Didi
Irawadi Syamsuddin (F-PD) dan Hasani Bin Zuber
(F-PD).

Delegasi BKSAP disambut langsung oleh Rektor
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Dr. Safi',
S.H., M.H. beserta jajaran civitas akademika dan
para mahasiswa UTM. Rektor UTM menyampaikan
paparan tentang UTM dan tantangannya.

Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP yang
juga Ketua Delegasi menyampaikan presentasi
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bertajuk Peran Diplomasi Parlemen dalan
Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal,
khususnya menyoroti peranan BKSAP DPR RI
sebagai aktor diplomasi dalam kerangka Multitrack
Diplomacy, kemudian dilanjutkan dengan acara
sambung rasa dan sesi diskusi yang berlangsung
dengan dinamis.

Putu Supadma Rudana yang juga politikus Partai
Demokrat dari Dapil Bali, memantik diskusi
dengan membahas potensi sektor pariwisata dan
isu-isu terkini di Pulau Madura. Diskusi
berkembang membahas topik-topik tidak hanya
pariwisata, namun juga Pekerja Migran, dana
bantuan pendidikan, dan perundang-undangan
produk DPR RI untuk isu-isi tersebut. BKSAP Day
diakhiri dengan penukaran cinderamata dan foto
bersama civitas akademika UTM.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO INSTANSI | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 31 Mei 2023 Rapat Penyelidikan dan Verifikasi MKD Nomor register
perkara 118 dan 122.
2. 6-8 Juni 2023 Kunjungan Kerja MKD ke DPRD Kota Tangerang.
3. 7 Juni 2023 Menerima kunjungan kerja Badan Kehormatan DPRD

Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka studi
referensi tentang teknis kegiatan MKD Award di DPR
RI.

4 9-11 Juni 2023 Paket Meeting dalam rangka diskusi dengan tema
“Merawat Netralitas ASN di Lingkup MKD DPR RI dari
Politisasi Birokrasi Menjelang Tahun Politik 2024” di
Wisma Kopo DPR RI.

5 | DPRD Kota 12-14 Juni 2023 Kunjungan kerja dalam rangka fungsi, tugas dan
Denpasar wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI
dan sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB) khusus Anggota DPR RI, serta hak imunitas
wakil rakyat.

6 14 Juni 2023 Rapat Penyelidikan dan Verifikasi dengan
mengundang pengadu dan teradu dengan nomor
register 122.

7 | DPRD Prov. 14 Juni 2024 Menerima kunjungan DPRD Provinsi Maluku Utara
Maluku dalam rangka studi banding pelaksanaan kode etik
Utara dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang

Mahkamah Kehormatan Dewan.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Kementerian Keuangan RI, Rapat Kerja Badan Rapat Kerja Badan Anggaran
PPN/ Bappenas RI, Bank Anggaran dengan dengan Pemerintah dan Bank
Indonesia Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka
Indonesia dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan
Pembicaraan Pendahuluan | RAPBN TA 2924 dan RKP
RAPBN TA 2024 dan RKP | apun 2024:
) 1. Penyampaian RKP
Tahun 2024 tanggal 30 Mei Tahun 2024 dan KEM-
2023. PPKF RAPBN TA 2024.
2. Pembentukan Panja-
panja.

2. | Kementerian Koordinator Rapat Kerja Badan Pembahasan Pembicaraan
Bidang Politik, Hukum, dan Anggaran dengan Pendahuluan RAPBN TA 2024
Keamanan RI, Kementerian Kementerian Koordinator dan RKP Tahun 2024
Koordinator Bidang RI dalam Pembicaraan Kementerian Koordinator RI.
Perekonomian RI, Pendahuluan RAPBN TA
K‘ementenan Koordinator 2024 dan RKP Tahun 2024
Bidang Pembangunan )

Manusia dan Kebudayaan RI, tanggal 9 Juni 2023.
dan Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi
3. | Pemerintah Rapat Panja Asumsi Dasar, | Pembahasan Asumsi Dasar,

Kebijakan Fiskal,

Kebijakan Fiskal, Pendapatan,
Defisit, dan Pembiayaan
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Transfer ke Daerah RAPBN
Tahun 2024 Badan
Anggaran dengan

Pemerintah tanggal 14 Juni
2023.

Transfer ke Daerah dalam
RAPBN Tahun 2024 Badan

Anggaran dengan Pemerintah.

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Pendapatan, Defisit, dan RAPBN Tahun 2024 Badan
Pembiayaan RAPBN Tahun | Anggaran dengan Pemerintah
2024 Badan Anggaran dan Bank Indonesia.
dengan Pemerintah dan
Bank Indonesia tanggal 12
Juni 2023.

4. | Pemerintah Rapat Panja RKP dan Pembahasan Rencana Kerja
Prioritas Anggaran RAPBN | Pemerintah (RKP) dan
Tahun 2024 Badan Prioritas Anggaran dalam
Anggaran dengan RAPBN TA 2024.
Pemerintah tanggal 13 Juni
2023.

5. | Pemerintah Rapat Panja Kebijakan Pembahasan Kebijakan
Belanja Pemerintah Pusat | Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2024 Badan | dalam RAPBN Tahun 2024.
Anggaran dengan
Pemerintah tanggal 14 Juni
2023.

6. | Pemerintah Rapat Panja Kebijakan Pembahasan Kebijakan
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO PIHAK KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN
1. —- Kunjungan Kerja Dalam Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka
Negeri dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan
Evaluasi Pelaksanaan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan
Program Jamkestama: Keluarganya bertujuan untuk:
1. Tanggal 5-7 Juni 2023 ke 1. Membangun komunikasi yang efektif
Yogyakarta. dengan para pemangku kepentingan
2. Tanggal 8-10 Juni 2023 (stakeholders) mengenai pentingnya
ke Semarang, Jawa program Jamkestama, terutama untuk
Tengah. PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit
3. Tanggal 11-13 Juni 2023 provider sebagai penyelenggara program
ke Banten. Jamkestama khususnya bagi Anggota
DPR I daerah pemilihan Papua beserta
keluarganya.

2. Mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah
sakit provider dalam pelaksanaan
program Jamkestama.

3. Membangun pemahaman yang sama
mengenai pentingnya pelayanan prima
yang diberikan rumah sakit dalam
memberikan layanan Jamkestama bagi
Anggota DPR RI dan keluarganya, karena
masih ditemui beberapa rumah sakit
provider belum melaksanakan layanan
jamkestama sesuai standar.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | e« Dirjen Kekayaan Negara Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan Kunjungan
Kemenkeu R.I Keuangan Negara. Kerja ke Provinsi Banten,
e Deputi Keuangan Negara selanjutnya melakukan pertemuan di
Kemenkeu R.I Kunker dilaksanakan | PT. Krakatau Steel, Cilegon Banten,
¢ PT. Askrindo pada tanggal 29 Mei dalam rangka Penelaahan BAKN DPR
e Perum Jamkrindo s.d. 31 Mei 2023. RI terhadap LHP BPK RI terkait
e PT. Krakatau Steel Penyertaan Modal Negara (PMN) pada
BUMN.
2. | e Dirjen Kekayaan Negara Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan

Kemenkeu R.I

¢ Deputi Keuangan Negara
Kemenkeu R.I

e PT. Aneka Tambang
(Antam)

e PT. ITDC

e PT. Pupuk Indonesia

Keuangan Negara.

Kunker dilaksanakan
pada tanggal 5 Juni
s.d. 7 Juni 2023.

Kunjungan Kerja ke Provinsi NTT,
selanjutnya melakukan pertemuan di
PT. ITDC, Labuan Bajo, NTT, dalam
rangka Penelaahan BAKN DPR RI
terhadap LHP BPK RI terkait
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada
BUMN.
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3.

e Dirjen Kekayaan Negara
Kemenkeu R.I

e Deputi Keuangan Negara
Kemenkeu R.I

e PT. Hutama Karya

e PT. Wijaya Karya

e PT. KAI

Akuntabilitas
Keuangan Negara.

Kunker dilaksanakan
pada tanggal 13 Juni
s.d. 15 Juni 2023.

BAKN DPR RI melakukan
Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa
Barat, selanjutnya melakukan
pertemuan di PT. KAI, Bandung,
Jawa Barat, dalam rangka
Penelaahan BAKN DPR RI terhadap
LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal
Negara (PMN) pada BUMN.
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